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"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, 

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
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ABSTRAK 

Dalam skripsi ini Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Bagi Pelaku 

Pembakaran Bendera Tauhid di Acara Hari Santri Nasional Berdasarkan PN Garut No 

36/PID.C/2018/PN.GRT. berawal dari peristiwa penistaan agama yang kemudian muncul 

sensitifitas di tengah masyarakat, terutama pada hal-hal yang berbau agama. salah satunya adalah 

peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid, pada perayaan Hari Santri Nasional di 

Kabupaten Garut. Sebagai hal yang penting, yang tengah menjadi perhatian masyarakat tindak 

pidana yang dilakukan oleh seseorang atas kepentingan agama disebut dengan penodaan agama 

atau penistaan agama. Aspek - aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama juga 

diatur dalam KUHP dengan tujuaan untuk melindungi kepentingan agama. tindak pidana yang 

dilakukan oleh seseorang atas kepentingan agama disebut dengan penodaan agama atau penistaan 

agama. Aspek - aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama juga diatur dalam 

KUHP dengan tujuaan untuk melindungi kepentingan agama.Berdasarkan latar belakang diatas, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  1) Bagaimanakah peristiwa tindak pidana 

Pembakaran Bendera Tauhid di acara Hari Santri Nasional? 2) Bagaimanakah perbandingan 

tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana Pembakaran Bendera 

Tauhid di Acara Hari Santri Nasional?. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, salah satu sifat metode penelitian yang 

digunakan adalah metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu 

pada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan poutusan pengadilan serta 

norma hidup  yang berkembang dalam masyarakat .Penelitian hukum mempunyai tipe yuridis 

normatif  Pendekatan yuridis normatif mengacu kepada norma-norma  hukum yang terdapat dalam 

perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma hukum yang ada di dalam 

masyrakat. 

Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pertimbangan dalam memutuskan perkara 

penistaan agama mengenai pembakaran bendera tauhid di Acara Hari Santri Nasional Berdasarkan 

PN Garut No 36/PID.C/2018/PN.GRT. adalah hanya merujuk pada dakwaan penuntut umum akan 

tetapi cenderung tidak berimbang bahkan lebih memberatkan terdakwa oleh sebab itu dalam bab 

ini yang pembahasannya akan mencantumkan oleh majelis hakim diyakini sebagai fakta. kedua 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat jika semua unsur dari 

Pasal 174 KUH.Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara 

sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. 

Undang-Undang RI pasal 1 /PNPS/1965 berisi tentang: „‟Setiap orang dilarang dengan sengaja 

dimuka umum menceritakan Setelah masuk ke pihakkepolisian kemudian dilanjutkan pemeriksaan 

oleh JPU dengan mendakwa dengan dakwaan tindak pidana penistaan agama menurut pasal 156 (a) 

KUHP dan dituntut 5 tahun penjara.  

Kata Kunci : Pembakaran Bendera Tauhid, Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat seluruh alam. 

Untuk mewujudkannya harus ada norma yang menjadi aturan, dalam 

agama Islam norma tersebut dikenal dengan istilah syariah, yaitu suatu 

tatanan aturan kehidupan yang mengatur hubungan antara manusia dan 

sesamanya juga hubungan antara manusia dan tuhannya. Istilah syariah 

ini sebenarnya dalam kajian hukum Islam lebih menggambarkan 

kumpulan norma-norma hukum yang merupakan dari proses tasyri‟. 

Dalam istilah para ulama fiqh tasyr‟i bermakna menetapkan norma-

norma hukum untuk menata kehidupan manusia baik hubungan manusia 

dengan tuhannya maupun dengan sesamanya.
1
 

Kebebasan untuk berpolitik dan berekspresi termanifestasi melalui 

berbagai macam saluran informasi, serta diraihnya kebebasan untuk 

mendapatkan informasi merupakan dampak yang dirasakan oleh 

masyarakat pasca-jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Salah satu 

implikasi dari perubahan politik yang terjadi pada tahun 1998 adalah 

kembalinya demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Ditandai 

dengan terlaksananya pemilihan umum pertama pada tahun 1999 di 

Indonesia yang menganut asas LUBER (Langsung, Umum, Bebas, dan 

Rahasia) yang diikuti oleh 48 partai politik.
2
 

Sila pertama pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang 

berarti negara indonesia adalah suatu negara yang menempatkan agama 

sebagai tiang agama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan 

bernegara. negara atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan jelas 
                                                           
1 Muhammad Faruq Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri‟i al-Islami, (Beirut: Dar al-Qolam, 1981), h.11 

2 Susilastuti, “Kebebasan Pers Pasca Orde Baru”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 4, No. 2 (November 2000), 224. 
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bahwa hal ini membuktikan pengakuan negara bahwa Tuhan Yang 

Maha Esa adalah Causa Prima dalam berbangsa dan bernegara. Negara 

berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak 

setiap warga negara, akan tetapi negara membatasi kebebasan beragama 

agar setiap orang saling menghormati dan menghargai haknya sendiri. 

Setiap warga negara harus mentaati batasan-batasan yang telah diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka apabila terjadi pelanggaran 

akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. 

Berawal dari runtutan aksi damai, ada banyak sekali isu-isu 

agama yang kemudin menjadi sensitif untuk dibicarakan di kancah 

publik. sensitivitas mengenai isu agama ini juga semakin meradang saat 

diresmikannya Perpu No 2 Tahun 2017 yang disahkan presiden Joko 

widodo pada 10Juli 2017. bentuk disahkannya Perpu Ormas no 2 tahun 

2017 ini adalah dibubarkannya Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) 

pada 19 Juli 2017, Berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan 

HAM nomor AHU 30.01.08 Tahun 2017.
3
 

Sementara itu di dalam Undang-Undang negara indonesia juga 

mengatur tentang delik penistaan agama. Sebagaimana kita ketahui di 

dalam pasal 174 KUHP hukum pidana positif belum mampu 

mengantisipasi dalam memberi efek jera dan  hukumannya pun masih 

terasa ringan, sehingga banyaknya muncul kasus-kasus penistaan 

agama yang sebenarnya dapat dikatagorikan sebagai delik agama.
4
 

Belum lama ini masyarakat Indonesia digemparkan dengan berita 

pembakaran bendera berlafal Tauhid oleh Barisan Ansor Serbaguna 

Nahdlatul Ulama (Banser) pada peringatan Hari Santri Nasional (22 

Oktober 2018) di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa 
                                                           
3
 Humas Sekretaris Kabinet Indonesia “Inilah Perpu no 2/2017 tentang perubahan UU no 17/2013 tentang organisasi 

kemasyarakatan” diakses tanggal 23 Juni 2020 

4 Hasil Putusan PN garut No:36/Pid.C/2018/PN.Grt tentang pembakaran bendera tauhid 
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Barat. Peristiwa ini menjadi viral setelah video berdurasi 2,04 menit 

beredar secara bebas lewat jejaring sosial. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun liputan6.com, sebelum 

dilaksanakannya perayaan Hari Santri Nasional, seluruh santri dari 

seluruh ormas yang ada di wilayah Kecamatan Limbangan melakukan 

perjanjian berisi larangan untuk mengibarkan bendera selain Merah 

Putih. Namun yang terjadi di lapangan terdapat peserta yang menaikkan 

bendera al-Rayah  (Bendera yang sering digunakan oleh Hizbut Tahrir 

Indonesia). Secara spontan, anggota Banser langsung mengambil 

tindakan dengan membakar bendera tersebut.
5
 

Beberapa pemberitaan menyoroti polemik identitas bendera yang 

dibakar, antara simbol HTI dan bendera Rasulullah. Seperti berita yang 

dimuat oleh detik.com bahwa pembakaran bendera hitam bertuliskan 

aksara Arab oleh anggota Banser di Kabupaten Garut menjelma 

menjadi polemik yang dosoroti oleh masyarakat luas. Ketua GP Ansor, 

Yaqut Cholil Qoumas menegaskan bahwa benda yang dibakar bukanlah 

bendera Tauhid, melainkan bendera HTI yang menggunakan kalimat 

Tauhid. Menurutnya, pembakaran tersebut dilakukan untuk 

menghormati kalimat Tauhid yang tertera pada lembaran kain hitam. 

Tindakan ini dirasa sama dengan ketika menemukan mushaf Alquran 

tercecer, yakni dibakar untuk menjaga kehormatannya daripada 

ditemukan di tempat yang tidak semestinya.
6
 

Berbeda, dalam artikel “Memuliakan Kalimat Tauhid” yang 

terdapat pada media online suara-islam.com, membakar bendera yang 

bertuliskan kalimat Tauhid merupakan salah satu bentuk penghinaan 

dan pelecehan, karena di zaman Nabi para sahabat mempertaruhkan 

nyawanya demi memperjuangkan agar panji tersebut tidak jatuh ke 

                                                           
5
 “Kronologi Pembakaran Bendera HTI di Garut” dalam http://liputan6.com, diakses pada tanggal 28 Juni 2020 

6 “Ini Beda Bendera HTI dengan Bendera Berkalimat Tauhid” dalam http://detik.com, diakses pada tanggal 27 Juni2020. 
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tanah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Selvi Sri Wahyuni 

(Narasumber pada kajian rutin khusus Muslimah di wilayah Cijeruk 

Bogor) dalam tulisan dikatakan bahwa “Mereka para kesatria 

pemberani yang rela mempertaruhkan nyawanya demi kemuliaan panji 

Rasulullah, seperti Ja‟far b. Abi Tallib yang kehilangan kedua 

tangannya karena mempertaruhkan panji tersebut agar tidak tersungkur 

ke tanah, masa sekarang ada orang Islam dengan perasaan bangga 

membakarnya”
7
 

Sementara itu, pandangan berbeda diutarakan oleh Nadirsyah 

Hosen (Ra‟is Syuriah Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama dan 

Dosen Fakultas Hukum Monash University, Australia), menyatakan 

bahwa bendera yang digunakan HTI berbeda dengan bendera al-Liwa  

dan al-Rayah Nabi Muhammad. Sebab, pada zaman Rasul belum ada 

titik dan khatnya masih pra-Islam, yaitu khat kufi. Apabila dilihat dari 

hadis yang dijadikan sebagai dasar rujukan, maka penggunaan al-Rayah 

dan al-Liwa disandarkan pada hadis daif atau lemah. Selain itu, Nadir 

juga menegaskan bahwa sejumlah hadis yang menjelaskan warna 

bendera Rasul dan tulisannya itu pun juga tidak berkualitas sahih. Ada 

riwayat hadis yang menyebut bendera berwarna putih saja, ada yang 

menyebut hitam saja, dan ada juga yang menyebut hitam dan putih, 

bahkan berwarna merah dan kuning
8
 

Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atas 

kepentingan agama disebut dengan penodaan agama atau penistaan 

agama. Aspek-aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan 

agama juga diatur dalam KUHP dengan tujuaan untuk melindungi 

kepentingan agama. Didalam KUHP ada beberapa kepentingan yang 

                                                           
7
 “Memuliakan Kalimat Tauhid” dalam http://suara-islam.com, diakses pada tanggal 27 Juni 2020 

8 Penjelasan Soal Hadis Nabi dan Bendera Khilafah HTI-ISIS” dalam http://nadirhosen.net,diakses pada tanggal 30 Juni 

2020 
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dilindungi yaitu kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan 

kepentingan negara yang masing-masing diperinci kedalam beberapa 

jenis kepentingan tersebut
9
 

Dalam al-quran dan hadist Allah SWT sangat menentang para 

penghina Nabi Muhammad SAW, para pembenci al-quran, para 

penista al-quran untuk membuat sesuatu semisalnya yang serupa 

pada-Nya. Ini tercantum dalam al-quran surat al-an‟am ayat 108 dan 

surat hud ayat 13.
10

 

مٍ  لْ رِ عِ يْ غَ وًا بِ دْ للَّهَ عَ ا بُّوا  سُ يَ للَّهِ فَ  ا ونِ  نْ دُ ونَ مِ عُ دْ ينَ يَ الَّذِ بُّوا  سُ كَ زيَ َّنَّا لِ   َ  وَلََ تَ لِ ذََٰ مَُّ كَ مْ ث هُ لَ مَ مَّةٍ عَ لِّ أُ كُ

ونَ  لُ مَ عْ وا يَ  انُ ا كَ مَ مْ بِ هُ بِّئُ  نَ يُ  مْ فَ  هُ عُ رْجِ مْ مَ ىَٰ ربَِّهِ لَ  إِ

Artinya, Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 

setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan 

merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 

yang dahulu mereka kerjakan.(qs. al-an‟am ayat 108) 

 

وْمَم ْم لُ نو مْفٱ و م و ََْْٰرو ٱُ م ٱُ مْعِام۟ارمتْأْ  ْ ُمرَرمسَْرا ٱْ وِ مْ ٱ و را تَْيَمرو ْسٱ وَ عْم ٱِ ونو ول َاواْمرْ ٱْ نْمرَ وَ مْ  نا وْ ٱ مفونٱْ َيَمِا  ٱ

سا ا روم وَل  

Artinya, Bahkan mereka mengatakan: "Muhammad telah membuat-buat 

Al Quran itu", Katakanlah: "(Kalau demikian), maka datangkanlah 

sepuluh surat yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang 

yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah SWT jika 

menganggapnya benar.(qs. hud ayat 13) 

                                                           
9 Arief, Barda Nawawi, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti, 1996 

10 Dikutip dari surat ad hud ayat 13 dan surat al an‟am ayat 108 
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Menurut badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) 

Kementerian Agama di indonesia banyak kasus tentang penistaan 

agama atau penodaan agama seperti kasus yang berkaitan dengan 

penistaan agama salah satu contohnya adalah pembakaran bendera yang 

bertuliskan kalimat tauhid sebagaimana kita ketahui bahwa tauhid itu 

sendiri mengandung arti tiada tuhan selain Allah sebagaimana kita 

ketahui bahwa kita harus mengagungkan kalimat tersebut, bukan untuk 

dilecehkan dengan cara membakar dan menginjak-injak bendera yang 

bertuliskan kalimat tauhid.
11

 

Pasca-video pembakaran bendera menyebar di dunia maya, 

banyak komentar yang diberikan oleh masyarakat sehingga 

menimbulkan permasalahan baru. Peristiwa yang dibumbuhi oleh isu 

agama sangat cepat menyedot perhatian massa. Terbukti dari peristiwa 

pembakaran bendera berlafal Tauhid yang menimbulkan 

keanekaragaman reaksi baik pro maupun kontra, bahkan ada juga 

masyarakat yang melakukan demonstrasi aksi bela Tauhid karena 

merasapembakaran bendera itu adalah bentuk penistaan agama dan 

menuntut kepolisian untuk memproses secara hukum pelakunya. 

Kepolisian Daerah Jawa Barat telah memproses secara hukum 

dan menetapkan dua orang sebagai tersangka yang membakar bendera 

berlafal Tauhid. Dua tersangka tersebut berinisial M dan F, dijerat Pasal 

174 KUHP tentang perbuatan yang menimbulkan kegaduhan. Setelah 

penetapan US sebagai tersangka pembawa bendera yang dicurigai 

sebagai simbol ormas terlarang HTI. Kemudian Umar Surya Fana, 

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jabar 

menetapkan M dan F sebagai tersangka setelah polisi melakukan 

pemeriksaan saksi dan alat bukti. Dari peristiwa ini ditetapkan sejumlah 

                                                           
11 Hanafi, Ahmad, “Asas-asas Hukum Pidana Islam”, (Jakarta:Bulan Bintang), 1996 , hal 310 
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tiga tersangka, yakni satu orang pembawa bendera dan dua orang 

tersangka yang membakar bendera
12

 

Pada dasarnya, bias berita dapat terjadi jika sebuah media massa 

tidak ada di dalam ruang vakum. Keberadaan media massa di tengah 

realitas sosial tidak dapat dilepaskan dari berbagai macam konflik, 

kepentingan, dan fakta yang kompleks.  Apabila pemberitaan 

pembakaran bendera berlafal Tauhid yang dimuat dalam media online 

suara-islam.com dianalisis menggunakan metode analisis wacana kritis, 

maka ditemukan sebuah ketidaknetralan. Suara-islam.com menciptakan 

strategi propaganda berupa istilah-istilah provokatif yang dikemas 

dalam balutan syariat Islam. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi 

pikiran dan perilaku masyarakat agar respon yang dihasilkan sesuai 

dengan sasaran yang telah ditetapkan. Menandakan bahwa media massa 

mengkonstruksi wacana-wacana keislaman, sehingga isi dari media 

dipengaruhi oleh berbagai komponen yang terdapat dalam institusi 

media itu sendiri.
13

 

Analisis wacana kritis dipakai untuk melihat dan membongkar 

secara kritis makna dan maksud tersembunyi di balik wacana yang kasat 

mata. Artinya, di balik sebuah peristiwa atau fenomena yang 

berkembang di masyarakat, seperti permasalahan keaagamaan, 

permasalahan sosial, dan isu-isu politik terdapat makna atau maksud 

tersembunyi yang tidak dapat dimaknai dengan analisis wacana 

konvensional. Dalam masyarakat, analisis wacana kritis berfungsi untuk 

membongkar praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan, kelas sosial, 

ideologi, ras, kepentingan, struktur sosial, atau tatanan sosial. 

                                                           
12 “Dua Orang Pembakar Bendera HTI di Garut Jadi Tersangka” dalam http://cnnindonesia.com,diakses pada tanggal 

01 Juli 2020 

13
 Alex Sobur, Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semotik,dan Analisis Framing) 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), 29. 
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Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas maka penulis 

tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang penistaan agama 

baik ditinjau dari hukum pidana positif maupun hukum pidana islam 

serat norma hukum yang mengatur penistaan agama dalam bentuk 

skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi 

Bagi Pelaku Pembakaran Bendera Tauhid di Acara Hari Santri Nasional 

Berdasarkan PN Garut No 36/PID.C/2018/PN.GRT.
14

 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan atas pemaparan latar belakang diatas, secara lebih rinci 

perumusan masalah dalam skripsi ini dalam beberapa pembahasan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah peristiwa tindak pidana Pembakaran Bendera Tauhid 

di acara Hari Santri Nasional? 

2. Bagaimanakah perbandingan tinjauan hukum pidana Islam dan 

hukum pidana positif tentang tindak pidana Pembakaran Bendera 

Tauhid di Acara Hari Santri Nasional? 

C. Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan karya ini sebenarnya untuk menjawab 

apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas.diantara 

beberapa tujuaan dari penelitian ini adalah: 

1. untuk mengetahui tinjauan hukum pidana islam dalam kasus 

pembakaran bendera tauhid. 

2. Untuk mengetahui perbandingan hukuman KUHP Dengan hukum 

pidana islam 

D. Manfaat Penelitian 

 
                                                           
14

 Hasil Putusan PN Garut No 36/PID.C/2018/PN.Grt tentang pembkaran bendera tauhid di garut jawa barat 
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1. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut 

2. Memberi manfaat secara teori dan aplikasi terhadap perkembangan 

ilmu hukum.
15

 

3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyrakat tentang vonis 

pembakaran bendera tauhid jika dilihat dari sudut pandang Hukum 

Pidana Islam. 

E.  Tinjauan  Pustaka 

  Penelitian yang dilakukan oleh Doni Rakasman Joni tentang 

PelaksanTinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak 

kajian dan pembahasan yang secara umum dan khusus membahas mengenai 

judul penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dibawah ini beberapa 

pembahasan yang ada kaitannya dengan judul penelitian penulis.
16

 Dalam 

melakukan penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang 

pembahasannya relevan dengan penelitian yang penukis lakukan skripsi 

tersebut antara lain sebagai berikut ini : 

 Penelitian dilakukan oleh Indri Kusumawati dari Universitas Islam 

Indonesia dengan Judul “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Yang 

terkait ujaran Kebencian” tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian 

ditemukan bahwa pada dasarnya  bahwa upaya kepolisian menanggulangi 

ujaran kebencian berdasarkan surat edaran kapolri NO:SE/6/X/2015 adakah 

upaya non penal dan upaya penal, namun yang diutamakan dalam 

menaggulangi ujaran kebencian yakni upaya preventif dan per-entif yang 

dilakukan kepolisian dalam menanggulangi ujaran kebencian ini adalah yaitu 

melakukan sosialisasi atau pemberian arahan kepada masyarakat mengenai 

ujaran kebencian bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh adat untuk 

bersama-sama menanggulangi tindak pidana ujaran kebencian agar dapat 

                                                           
15

 Muhammad Faruq Nabhan, al-Madkhal li al-Tasyri “I al-islami, (Beirut: Dar al-Qalam, 1981) 
16

 Skripsi yang dibuat oleh Indri Kusumawati dari Universitas Islam Indonesia dengan judul: Penegakkan Hukum 

Terhadap Tindak Pidana yang terkait dengan ujaran kebencian. 
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meminimalisir peristiwa tersebut. Surat Edaran Kapolri NO:SE/6/X/2015/.
17

 

Sedangkan Penelitian yang dikaji adalah Putusan PN Garut No 

36/Pid.C/2018/PN Grt, 1) Penelitian diatas hanya meninjau dari sudut 

pandang hukum positif sedangkan penelitian saat Ini tidak hanya ditinjau dari 

hukum positif tetapi juga hukum pidana islam. 2) Penelitian diatas meninjau 

tentang ujaran kebencian sedangkan penelitian penulis adalah mengkaji 

tentang mengganggu ketertiban umum. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Doni Rakasman Joni tentang Pelaksanaan 

Penertiban Gelandangan dan pengemis di Kota Padang Berdasarkan peraturan 

daerah Kota Padang No 11 tahun 2005 Ketertiban Umum  dan Ketentraman 

Masyarakat. Penulis skripsi ini menyatakan bahwa di Indonesia  jumlah 

gelandangan dan pengemis semakin meningkat saja begitu juga di Kota 

Padang. Sebagai ibu kota dimana peredaran uang dan perekonomian terpusat 

dan memiliki maknet tersendiri dalam menarik gelandangan dan pengemis, 

semakin gencarnya aksi pengemis di Kota Padang karena sudah ada pihak 

yang mengorganisirnya.Pemkot Padang diminta untuk membongkar 

jaringannya secara komprehensif. Keberadaan pengemis dan gelandangan ini 

sangat merisaukan pemerintah, karena selain mengganggu ketertiban, 

gelandangan dan pengemis juga bertentangaan dengan norma-norma dalam 

pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Apriyani , Mahasiswi KPI Fakultas 

Dakwah dan komunitas UIN Sunan kalijaga, dengan judul Jurnalisme damai 

dalam pemberitaan konflik muslim Rohingnya. hasil penelitian ini sudah 

menerapkan prisnsip jurnalisme damai dengan keempat orientasi yang di 

tonjolkan  

                                                           
17 Penelitian yang dilakukan oleh Doni Rakasman Joni tentang Pelaksanaan Penertiban Gelandangan dan pengemis di 

Kota Padang Berdasarkan peraturan daerah Kota Padang No 11 tahun 2005 Ketertiban Umum  dan Ketentraman 

Masyarakat.  
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 Tulisan selanjutnya berjudul “Critical Discourse Analysis (Sebuah Model 

Analisis Sosial Kritis dalam Teks Media)” adalah jurnal yang ditulis oleh 

Abd. Ghafur. Ditinjau dari perspektif sosiokultural pada dasarnya analisis 

wacana menggunakan pola tertentu berupa analisis teks, proses produksi dari 

teks, dan konteks. Melalui analisis teks, seseorang dapat memahami sktuktur 

kata, kalimat, dan makna. Kemudian, proses produksi dari sebuah teks dapat 

diketahui dengan cara menganalisis struktur tema dan konteks, baik dari 

aspek sosial maupun aspek budaya ketika sebuah teks diproduksi. Dalam 

tulisannya, Ghafur menggunakan model analisis wacana kritis Teun A. Van 

Dijk dan Norman Fairclough. Selain dua tokoh tersebut, Ghafur juga 

memperkaya bahan analisisnya dengan menyinggung pemahaman tentang 

wacana dan ideologi pers menurut Roger Fowler.
18

 

 Penelitian dilakukan oleh Deni Junaedi, mahasiswa Universitas Gajah 

Mada, 2012 dengan judul skripsi Bendera di Hizbut Tahrir Indonesia Daerah 

Istimewa Yogyakarta (Kajian Konteks Sejarah, Konteks Budaya, dan Estetika 

Semiotis). hasil penelitian ini  yakni Bendera al-Liwa dan al-Rayah yang 

digunakan oleh HT DIY dalam kajian konteks sejarah bermula pada masa 

Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin, khilafah Umawiyah hingga 

Usmaniyah yang kemudian dikibarkan kembali oleh ormas HTI. Dalam 

konteks budaya, ormas HTI tidak mengklaim al- Liwa  dan al-Rayah sebagai 

benderanya, tapi bendera Islam. Sedangkan dalam estetika semiotis, 

terkandung nilai simbolis, nilai ikonis, dan nilai indeksikal. 

F. Metode Penelitian  

 Konsep hukum yang pertama sebagaimana berulang di muka adalah 

konsep yang bernuansa moral dan filosofis atau tak jarang pula dalam 

masyarakat tertentu yang bernuansa religious.Asas-asas keadilan atau 

                                                           
18

 Abd. Ghafur “Critical Discourse Analysis Sebuah Model Analisis Sosial Kritis dalam TeksMedia”, OKARA Journal of 

Languages and Literature, Vol II (November 2016). 
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kepantasan yang berada dalam ranah moral ini umumnya dirumuskan secara 

umum dan tidak tertulis serta bebas untuk menafsirkan oleh siapapun ketika 

akan diperlukan untuk memutus perkara dalam bentuk yang kongkret 

sekalipun terumus umum sebagai asas belaka
19

. 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini meliputi : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian normative pada hakekatnya merupakan kegiatan sehari-hari 

seorang sarjana hukum.Bahkan,penelitian hukum normative hanya 

mampu dilakukan oleh seorang sarjan hukum yang sengaja di didik 

untuk memahami dan menguasai disiplin hukum, Kegunaan dari 

metode untuk penelitian normative adalah: 

a. mengetahui apakah dan bagaimana hukum positif mengenai  suatu 

masalah. 

b. Untuk dapat menyusun dokumen hukum. 

c. Untuk menulis makalah/buku hukum. 

 

a) Untuk melakukan penelitian dasar di bidang hukum 

Menurut Soerjono Soekamto penelitian normative dilakukan 

terhadap hal sebagai berikut: 

1) Penelitian menarik diatas hukum,dimana dilakukan terhadap 

hukum positif tertulis maupun tidak tertulis 

2) Penelitian sistematik hukum dimana dilakukan terhadap 

pengertian dasar sistematik hukum yang meliputi subjek 

                                                           
19 Prof.Dr H Zainuddin Ali,M.A Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Grafika:2016) 
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hukum,hak dan kewajiban.Peristiwa hukum,hubungan 

hukum,maupun objek hukum. 

3) Penelitian terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan 

yang dilakukan dengan 2 cara yaitu: 

a) Secara vertical disini yang dianalisa adalah peraturan 

perundang- undangan yang derajatnya berbeda yang 

mengatur bidang yang sama. 

b) Secara horizontal,dimana yang dianalisa adalah peraturan 

perundang-undangan yang sama derajatnya dan mengatur 

bidang yang sama.
20

 

4) Penelitian perbandingan hukum dimana dilakukan terhadap 

berbagai system hukum yang berlaku dalam masyarakat. 

5) Penelitian sejarah hukum,dimana dilakukan dengan 

menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat 

hubungannya dengan gejala sosial yang ada. 

1. Jenis Pendekatan 

  Pendekatan kualitatif khususnya penelitian grounded (penelitian 

dasar eksplorasi dan deskripsi) umumnya menggunakan pendekatan 

kualitatif dalam analisis-analisisnya. dalam hal ini sesungguhnya 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati. Sehingga data yang dikumpulkan adalah data yang 

berupa kata. Penelitian kualitatif ini juga dapat dimaknai sebagai 

rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola berfikir 

induktif dalam menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus 

ke umum. 

 

 

                                                           
20

 Prof Dr. H Zainnuddin Ali, M.A Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Garfika:2016) 
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a. Pendekatan Masalah 

 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. 

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi 

dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari 

jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

peneliti menggunakan metode penelitian terhadap identifikasi 

hukum(Hukum Tidak Tertulis).Metode penelitian terhadap 

identifikasi hukum dimaksudkan untuk mengetahui hukum yang 

tidak tertulis berdasarkan hukum yang berhak dalam 

masyarakat.Contohnya;Hukum Adat dan Hukum Islam.Disamping 

itu juga dibandingkan suatu putusan pengadilandengan hukum 

pidana islam Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi 

penyusunan atau perubahan perundang-undangan.
21

 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum (Hukum Tidak Tertulis) 

Dimaksdukan untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis 

berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.Hukum tidak 

tertulis dalam system hukum di indonesia yaitu hukum adat dan 

hukum islam .Sebagai contoh dapat disebut hukum pidana 

adat,hukum pidana islam hukum waris adat dan waris islam,hukum 

tata Negara dalam hukum adat ,hukum tata Negara dalam hukum 

islam dll. 

b. Sumber Data 

Bahan Hukum : Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya 

data, sebab dalam penelitian hukum khususnya penelitian 

kualitatif sumber penelitian hukum diperoleh dari peraturan 

                                                           
21

 Ibid. 
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perundang- undangan dan putusan pengadilan bukan dari 

lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. 

Dalam penelitian hukum kualitatif putusan pengadilan merupakan 

bahan dasar dalam  penelitian maka disebut dengan bahan hukum 

primer. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1) Bahan Hukum Primer 

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber 

yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung 

dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang 

diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari: 

a. Hukum Islam yang meliputi Al Qur‟an dan Hadits 

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

c. Kitab Fiqih dan Ushul Fiqih 

d. Kitab hukum pidana pasal 156/156A dan pasal 66 tentang 

membakar lambang Negara 

e. Putusan PN Garut NO 36/Pid.C/2018/PN Grt 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang 

bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat 

penjelasan di dalamnya.
22

 Diantara bahan-bahan hukum 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, thesis, jurnal 

dan dokumen-dokumen dan buku yang membahas hukum 

pidana islam yang mengulas tentang studi komparasi tindak 

pidana pembakaran bendera Tauhid dalam perspektif hukum 

pidana Islam yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis 

dalam penelitian ini. 

                                                           
22

 Prof Dr. H Zainnuddin Ali, M.A Metode Penelitian Hukum (Jakarta:Sinar Garfika:2016) 
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3) Bahan Hukum Tersier. 

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, 

ensiklopedia, dan lain-lain. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan adalah dengan penelitian kepustakaan yang 

bersumber dari perundang-undangan,buku yang membahas hukum pidana 

islam terlebih lagi tentang masalah jarimah ta‟zir Bahan-bahan pustaka 

yang digunakan di sini adalah buku-buku yang ditulis oleh para pakar atau 

ahli hukum. Sesuai dengan bentuk penelitian yakni kajian pustaka (library 

research), maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 

berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian 

memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan 

masalah yang dibahas 
23

 

3. Teknik Analisis Data 

 Analisis data ktif dilakukan data empiris yang diperoleh adalah data 

kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun ke katagori/struktur klasifikasi. Analisis 

kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam 

teksi diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau 

statisika sebagai alat bantu analisis. 

G. Sistematika Penulisan 

 Agar memudahkan dalam pembahasan dan mudah dipahami, maka 

pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing mengandung 

sub bab. Penulis membuat sistematika pemabahasan  sebagai berikut :  

                                                           
23
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Bab I : Bab  pertama  menguraikan  alasan  dan  ketertarikan  penulis  

dalam meneliti masalah ini, gambaran secara kesulurhan skripsi, 

seperti yang terdapat di dalam latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan diharapkan dalam 

penyusunan pembahasan dalam bab I ini dalam membuat 

penelitian.
24

 

Bab II: Bab kedua membahas tentang pengertian jarimah Ta‟zir,macam-

macam jarimah Ta‟zir dan pengertian jarimah ta‟zir menurut para 

ulama 

Bab III : Bab ketiga berisi tinjauan vonis terhadap pelaku pembakaran 

bendera tauhid di acara Hari Santri Nasional. 

Bab IV : Bab ke empat berisi tentang analisis hukum pidana  islam  

terhadap pelaku pembakaran bendera tauhid 

Bab V : Bab kelima berisi kesimpulan saran penutup dan daftar 

pustaka.
25
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BAB II 

JARIMAH TA’ZIR dan UQABAH 

A. Pengertian Jarimah Ta’zir 

Sebelum jauh membahas tentang Jarimah Ta‟zir perlu kita ketahui 

terlebih dahulu apa itu Jarimah, Ada beberapa macam pengertian jarimah 

(tindak pidana): menurut bahasa Jarimah adalah melakukan perbuatan-

perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia 

karena pertentangan dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus 

(agama).Pengertian secara umum jarimah adalah pelanggaran terhadap 

perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan 

hukuman duniawi maupun ukhrawi. 4 Pengertian jarimah menurut Imam 

al-Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara‟, yang 

dengan hukuman had atau takzir. Pengertian tindak pidana hukum positif, 

oleh Mr. Tresna yaitu rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan 

dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap 

perbuatan maka dikenakan hukuman. 6 Sedangkan tindak pidana dalam 

hukum positif disebut juga dengan peristiwa pidana atau delik.Tindak 

pidana yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. 

Strafbaar feit disini terdiri dari 3 kata, yakni star adalah pidana dan 

hukuman,baar adalah dapat dan boleh, sedangkan feit adalah tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan pembuktian.
26

 

Sedangkan Ta‟zir. Menurut bahasa, lafadz ta‟zir berasal dari 

kata:azzara yang berarti man”u wa radda (mencegah dan menolak). Ta‟zir 

dapat berarti addaba (mendidik) atau azhamu wa waqra yang artinya 

mengagungkan dan menghormat. Sedangkan menurut tim penyusun 

kamus Al-mu‟jam Al-Wasith, mendefinisikan takzir sebagai pengajaran 

yang tidak sampai pada ketentuan had syar‟I seperti pengajaran terhadap 
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seseorang mencaci-maki (Pihak lain), tetapi bukan karena melakukan 

tindakan berzina.
27

 

Dari  berbagai  pengertian,  makna  ta‟zir  yang  paling  relevan  

adalah al-man‟u wa arradu  (mencegah dan menolak) dan  pengertian  

kedua  ta‟dib (mendidik). Ta‟zir  diartikan  mencegah  dan  menolak.  

Karena  ia  dapat mencegah  pelaku  agar  tidak  mengulangi  

perbuatannya.
28

  Ta‟zir  diartikan  mendidik  karena  ta‟zir  dimaksudkan  

untuk  mendidik  dan  memperbaiki  pelaku agar ia menyadari  perbuatan  

jarimahnya  kemudian  meninggalkan  dan menghentikannya. Jadi, istilah  

ta‟zir  bisa  digunakan  untuk  hukuman  dan bisa  juga  untuk  jarimah 

(tindak pidana). Seperti  yang  telah  disebutkan diatas  bahwa  jarimah  

ta‟zir  terdiri  atas  perbuatan-perbuatan  maksiat yang  tidak  dikenakan  

had dan  tidak  pula  kifarat, dengan demikan, inti dari  jarimah  ta‟zir  

adalah  perbuatan  maksiat. Menurut  Istilah  ta‟zir didefinisikan  oleh  Al-

Mawardi  sebagai  berikut: 

 واتعزير تادب على ذنوب لم تشرع فيها العدود

       Artinya: “Ta‟zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 

dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”.[4] 

Adapun yang di maksud dengan maksiat adalah meninggalkan 

perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan 

(dilarang).
29

 

Di samping itu juga hukuman ta‟zir dapat dijatuhkan apabila hal itu 

dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan 

maksiat,melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang 

termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan karena perbuatan tersebut 
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tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat 

tersebut ada maka perbuatannya diharamkan,dan apabila sifat tersebut 

tidak maka perbuatannya mubah. Sifat yang menjadi alasan (illat) 

dikenakannya hukuman atas perbuatannya tersebut adalah membahayakan 

atau merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap 

jarimah dan pelaku dikenakan hukuman atas perbuatannya tersebut adalah 

membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu 

perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan 

tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.Akan tetapi 

apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak 

dikenakan hukuman.
30

 

Jarimah ta‟zir dibagi menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Ta‟zir karena melakukan perbuatan maksiat 

2. Ta‟zir karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan 

umum. 

3. Ta‟zir karena melakukan pelanggaran (mukhalafah) 

Di samping itu,dilihat dari segi hak yang dilanggar,jarimah ta‟zir 

dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu: 

a) Jarimah Ta‟zir yang menyinggung hak Allah SWT 

b) Jarimah Ta‟zir yang menyinggung hak perorangan (Individu) 

Berbeda dengan qiyas dan hudud,sanksi takzir tidak disebutkan secara 

tegas dalam al-quran dan hadist.Untuk menentukan jenis dan ukurannya 

menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat.
31
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Adapun yang dimaksud dengan Jarimah Ta‟zir yang menyinggung 

Hak Allah SWT adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan 

kepentingan dan kemaslahatan umum, Misalnya:membuat kerusakan 

dimuka bumi,pencurian yang tidak memenuhi syarat,mencium wanita lain 

yang bukan istri, penimbunan sembako,penyelundupan dan lain-

lain.Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah Ta‟zir yang menyinggung 

hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian 

kepada orang tertentu,bukan orang banyak. Contohnya 

penghinaan,penipuan,pemukulan ,saksi palsu,menistakan agama dan lain-

lain.
32

  

Adapun hadist yang menunjukkan ta‟zir yang berkaitan dengan 

kemaslahatan individu: 

Dasar hukum dalam pemberlakuan Jarimah Ta‟zir terdapat dalam 

beberapa hadist Nabi Muhammasd SAW dan beberapa sahabat Rasullulah 

yaitu: 

1.Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah : 

لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا فى حد   :عن ابي بردة الانصاري انو سمع رسول الله صلى الله عليو و سلم يقول 

 ) رواه مسلم. )من حدود الله

1. Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah 

saw bersabda : “Sesorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, 

melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti 

hukuman bagi orang berzina dan sebagainya.” (Riwayat Muslim). 

2. Hadist nabi yang di riwayatkan oleh Aisyah: 

. عنعبعشةانبلنبيقبلاقيلىاذوىهيئبتعسراتهمبلاالحدود

 رواهبحمدابىداوودوالنسبئيىالبيهبقي)
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 Dari „Aisyah bahwasanya Nabi saw bersabda : ”Ampunkanlah 

gelinciran orang-orang yang baik-baik kecuali had-had.” (Riwayat Ahmad, 

Abu Daud, An-Nasai, dan Baihakki).
33

 

Sedangkan tujuaan diberlakukannya sanksi jarimah takzir yang 

sebelumnya disebutkan diatas, hakim diberi wewenang kebebasan untuk 

memilih hukuman yang sesuai dengan jarimah ta‟zir. 

Setiap muslim atau kafir yang menggangu pihak lain dengan alasan 

yang tidak dibenarkan,baik dengan perbuatan,ucapan,maupun isyarat perlu 

dikenakan sanksi takzir agar tidak mengulangi perbuatannya.Berikut ini 

beberapa tujuaan diberlukan sanksi jarimah takzir. 

1. Preventif:mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah. 

2. Reperesif:Membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi. 

3. Kuratif:Membawa perbaikan sikap bagi pelaku. 

4. Edukatif: Memberikan pengejaran dan pendidikan sehingga 

diharapkan dapat memperbaikan pola hidup pelaku. 

Kemudian ada beberapa perbedaan lain antara jarimah ta‟zir yang 

ditetapkan oleh syara dengan jarimah ta‟zir yang ditetapkan oleh 

penguasa adalah jika jarimah ta‟zir yang ditetapkan oleh penguasa 

adalah jikaJarimah ta‟zir yang ditetapkan oleh syara tetap dilarang 

untuk selama-lamanya, dan tidak mungkin akan menjadi perbuatan 

yang dilarang seperti riba, menggelapkan orang, mencaci-maki orang 

dan lain-lain. Sedangkan Jarimah ta‟zir yang ditetapkan oleh penguasa 

,bisa menjadi perbuatan yang dilarang, manakala kepentingan 

masyarakat menghendaki demikian. 
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Adanya maksud pemberian hak kewenangan kepada penguasa 

untuk menentukan jarimah ta‟zir adalah agar mereka dapat mengatur 

masyarakatdan kepentingan - kepentingannya serta dapat menetukan 

Jarimah ta‟zir. Yang sesuai dengan keadaan mendadak sekalipun. 

Sebelum kita membahas jarimah ta‟zir marilah kita mengetahui 

terlebih dahulu perbedaan antara jarimah ta‟zir dan jarimah hudud. 

Jarimah hudud adalah jarimah yang hukumannya telah ditentukan 

secara definitif oleh syara baik jenis jarimah maupun sanksinya. 

Sedangkan jarimah ta‟zir adalah jarimah yang hukumannya belum 

ditentukan oleh syara dan diserahkan kepada pemerintah untuk 

menetapkannya. 

Perbedaan lainnya antara jarimah hudud dan jarimah ta‟zir adalah 

kalau jarimah hudud diberlakukan secara sama untuk semua orang 

atau pelaku, sedangkan jarimah ta‟zir hukumannya dan pelaksanaanya 

dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung 

keadaan perbedaan kondisi masing - masing pelaku. 

Dalam jarimah hudud tidak berlaku pembelaan atau syafa‟at dan 

pengampunannya apabila perkara sudah dibawa ke pengadilan 

sedangkan jarimah ta‟zir untuk kemungkinan untuk memberi 

pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri. 

Dalam jarimah ta‟zir orang yang mati karena dikenai hukuman 

ta‟zir, berhak memperoleh ganti rugi sedangkan untuk jarimah hudud 

hal itu tidak berlaku.
34

 

A. Macam-macam Jarimah ta’zir 
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Setelah kita mengenal arti dari jarimah ta‟zir bahwa,ketentuan hukum 

pidana islam yang paling fleksibel adalah jarimah ta‟zir. Pada jarimah 

ta‟zir,menjelaskan baik mengenai tindak pidana atau suatu perbuatan 

maupun hukumannya diserahkan kepada hakim, karena jarimah ta‟zir 

meliputi semua perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa 

hukuman ta‟zir. Sedangkan ta‟zir merupakan arti dari suatu hukuman.Jadi 

Ta‟zir merupakan hukuman bagi seseorang yang melakukan tindakan 

pidana yang tidak ada ketetapan nash. 

Setelah kita mengetahui bahwa dalam jarimah ta‟zir bahwa terdapat 

macam-macam hukuman dalam jarimah ta‟zir mulai dari Memberi 

Nasehat atau peringatan,hukuman cambuk sampai penjara bahkan sampai 

di hukuman mati,apabila jarimah yang dilakukan benar-benar sangat 

membahayakan baik dirasakan oleh dirinya maupun oleh masyarakat. 

Oleh sebab itu seorang hakim boleh memilih hukuman mulai dari yang 

ringan sampai hukuman yang paling berat, pemberian hukuman tersebut 

disesuaikan dengan jenis perbuatan atau tindak pidana yang 

dilakukan,baik mengenai kriteria pelakunya maupun faktor 

penyebabnya.
35

 

Jika dilihat dari eksistensinya jarimah ta‟zir sama dengan jarimah 

hudud karena dua-duanya sebagai pengajaran (al-ta‟zhib).Sama-sama 

untuk mencapai kemaslahatan sedangkan perbedaannya dengan jarimah 

hudud adalah bahwa hukuman dalam jarimah hudud sudah ditentukan 

secara pasti dan jelas dan tidak bisa dirubah atau diganti sedangkan dalam 

jarimah ta‟zir bahwa hukuman belum bisa ditentukan hukumannya 

karena dalam jarimah ta‟zir menjatuhkan suatu hukuman dalam Jarimah 

ta‟zir mulai dari ringan sampai yang berat. 
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Pada umumnya jarimah ta‟zir tidak dipandang sebagai jarimah atau 

tindak pidana yang membahayakan,sehingga penentuan jenis tindak 

pidana dan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. 

Sedangkan pada jarimah hudud dan qiyas diyat, syariat telah menetapkan 

jenis tindak pidana dan macam-macam hukumannya,dan hakim tidak 

berwenang untuk merubah, atau menambah dan mengurangi hukuman, 

kecuali hakim lainnya berkewajiban untuk menjatuhkan hukuman 

tersebut. 

Setelah kita mengetahui jarimah ta‟zir serta hukumannya,agar lebih 

jelasnya atau lebih untuk mendalami marilah kita mengetahui macam-

macam sanksi ta‟zir.Adapun maksud pemberian hak dan kewewenangan 

kepada penguasa atau hakim yaitu untuk menentukan jarimah ta‟zir agar 

mereka dapat mengatur masyarakat dan kepentingan-kepentingannya serta 

dapat menetukan kebijaksanaan yang sesuai dengan keadaan yang 

mendadak atau keadaan darurat sekalipun.
36

 

Adapun pihak yang berhak memberikan hukuman jarimah ta‟zir 

kepada pelanggar hukum syar‟i selain penguasa atau hakim. Dalam 

kehidupan di masyarakat sehari-hari peranan orang tua untuk mendidik 

para anaknya,juga suami untuk mendidik istrinya atau seorang guru untuk 

mendidik para murid-muridnya.Namun, selain itu hal tersebut harus 

dilakukan terikat jaminan keselamatan terhukum. Artinya, bahwa mereka 

tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa dalam menetapkan sanksi 

ta‟zir. 

Maksud pemberlakuan ta‟zir adalah agar pelaku mau menghentikan 

kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggar.Adapun maksud 

pemberlakuan hukuman ta‟zir orang tua terhadap anaknya, suami 
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terhadap istrinya atau guru terhadap muridnya,hanya terbatas pada 

hukuman ta‟zir. 

Macam-macam sanksi ta‟zir 

1. Sanksi ta‟zir yang berkaitan dengan badan 

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman,yaitu:  

1.1 hukuman mati  

1.2 hukuman cambuk 

Hukuman mati disini dapat dijelaskan.bahwa hukuman mati 

tersebut dijatuhkan kepada pembuat kekacuan sebagai ta‟zir. 

Orang yang melakukan kerusakan di muka
37

 bumi apabila tidak 

ada jalan lain kecuali hukuman mati,hukuman mati tersebut 

sebagai sanksi ta‟zir tertinggi hanya diberikan kepada pelaku 

jarimah yang sangat berbahaya sekali, karena yang berkaitan 

dengan jiwa manusia,keamanan,dan ketertiban di dalam 

masyarakat karena sanksi sebelumnya tidak memberi pengaruh 

baginya oleh karena itu sangatlah tepat kiranya menetapkan 

hukuman mati terhadap pelaku sangatlah penting karena para 

pelaku tersebut sangat merugikan masyarakat dan 

membahayakan umat manusia. 

Hukuman cambuk cukup efektif dalam memberikan efek jera 

para pelaku jarimah ta‟zir jumlah cambukan yang diberlakukan 

dalam jarimah disini dalam hukuman cambuk menggunakan 

jarimah hudud zina ghairu muhsan misalnya perbuatan zina dalam 

penuduhan untuk hukuman zina dijelaskan dalam nash keagamaan 
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namun dalam jarimah ta‟zir, penguasa atau hakim diberikan 

kewenangan menetapkan dan menentukan jumlah cambukan yang 

disesuaikan bentuk jarimah,kondisi pelaku,dan efek bagi 

masyarakat. 

Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa 

keistimewaan: 

1. Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya 

reperesif karena dapat dirasakan langsung secara fisik. 

2. Hukuman cambuk dalam ta‟zir tidak bersifat kaku,tetapi 

fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah 

cambukannya. 

3. Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak 

membutuhkan anggaran besar. 

4. Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai 

menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi 

dilaksankan,terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat 

bekerja seperti biasa.
38

 

Adapun mengenai jumlah cambukan maksimal dalam jarimah 

ta‟zir ulama berbeda pendapat: 

a) Abu Hanifah berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam 

jarimah ta‟zir tidak boleh lebih dari tujuh puluh sembilan kali 

karena hukuman cambuk bagi peminum khamr adalah empat 

puluh kali. 
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b) Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah cambukan dalam 

jarimah ta‟zir tidak boleh lebih dari tiga puluh sembilan kali 

karena hukuman cambuk bagi penuduh zina adalah delapan 

puluh kali. 

c) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa sanksi ta‟zir boleh 

melebihi had selama mengandung maslahat.Alasan mereka 

adalah umar bin Al-Khathab yang pernah mencambuk Mu‟an 

bin Zaidah yang memalsukan stempel baitul mal dengan 

seratus kali cambukan. 

d) Ali pernah mencambuk orang yang meminum khamr pada 

siang hari di bulan ramadhan dengan delapan puluh kali dan 

ditambah dua puluh kali ta‟zir. 

Adapun mengenai pelaksanaan hukum cambuk, ulama menyebutkan 

cambuk yang digunakan berukuran sedang serta tidak kering dan tidak basah, 

karena sifat dan hukuman cambuk dalam jarimah ta‟zir adalah hanya untuk 

memberikan suatu pelajaran dan tidak boleh menimbulkan cacat. Apabila 

terhukum adalah seorang laki-laki, bajunya harus dibuka, sedangkan apabila 

terhukum seorang perempuan,bajunya tidak boleh dibuka karena auratnya 

terbuka juga. Hukuman cambuk tidak boleh ke arah wajah,kepala,dan 

kemaluan,biasanya hukuman cambuk itu diarahkan ke punggung. 

Rasulullah SAW melarang hukuman cambuk diarahkan ke 

wajah,kepala,dan kemaluan karena dalam jarimah ta‟zir hanya 

bertujuaan untuk memberi suatu pelajaran dan tidak boleh sampai 

menimbulkan cacat. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan oleh seorang 

ulama tempat dan sasaran bagi hukuman cambuk adalah punggung 

karena punggung tampak lebih kuat.
39
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2. Sanksi ta‟zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 

Dalam sanksi ini ada dua jenis hukuman, hukuman penjara dan 

hukuman pengasingan. Berikut ini penjelasan dan penjabarannya. 

a) Hukuman penjara 

Dalam bahasa arab ada dua istilah untuk hukuman penjara,yaitu: 

1) Al-habsu yang berkaitan al-man‟u yang artinya (pencegahan dan 

penahanan). 

2) Al-sijnu yang berkaitan dengan al-hubsu.
40

 

Menurut Ibnu Qayyim, al-hubsu bermakna menahan seseorang 

untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik menahan untuk tidak 

melakukan perbuatan hukum baik tahanan dilakukan di rumah atau di 

masjid. 

Dalam pengertian hukuman, dalam bahasa arab disebut Uqabah, 

sedangkan uqabah itu sendiri adalah suatu bentuk balasan bagi 

seseorang yang atas perbuatannya melakukan pelanggaran-

pelanggaran ketentuan syara yang ditetapkan oleh Allah SWT dan 

Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.Hukuman dalam islam 

ditetapakan setelah terpenuhinya beberapa unsur baik yang bersifat 

umum dan bersifat khusus,ketentuan ini diberlakukan karena dalam 

islam dianggap suatu perbuatan ikhtiyat,bahkan hakim dalam islam 

harus menegakkan dua prinsip; 

1. Hindari hukuman hadd dalam perkara yang mengandung hukum 

subhat. 
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2. Seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada 

salah menjatuhkan hukuman. 

Tujuan dari hukuman dalam syariat islam merupakan realisasi 

dari tujuan islam itu sendiri,yaitu sebagai pembalasan perbuatan 

jahat,pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus 

serta perlindungan hak-hak si korban,menurut Abdul al-Qadir 

Awdah hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebeankan 

kepada seseorang akibat perbuatannya sendiri karena melanggar 

peraturan-peraturan.
41

 

Ulama fiqh mengemukakan bahwa hukuman pada setiap 

tindak pidana harus memenuhi syariat-syariat sebagai berikut; 

1. Hukuman itu disyariatkan,yaitu sesuai dengan sumber 

hukum yang telah ditetapkan dan diakui oleh syariat 

islam.Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh 

nash.Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan 

istilah asas legalitas.Hukum Pidana Islam mengenal asas 

ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam 

beberapa ayat sebagai berikut: 

a) Surat al-isra ayat 15: 

هِ  سِ فْ نَِ  ي ل دِ تَ هْ ا يَ  نَّمَ إَِ ىَٰ ف دَ تَ اهْ نِ  ا  َ  مَ هَ يْ  لَ لُّ عَ ضِ ا يَ نَّمَ إَِ لَّ ف نْ ضَ رَىَٰ  َ  وَمَ خْ زِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أُ نَّا  َ  وَلََ تَ ا كُ وَمَ

ولًَ  ثَ رَسُ عَ بْ  تَّىَٰ نَ  ينَ حَ بِ ذِّ عَ  مُ

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), 

maka  sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 

barangsiapa  yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 
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dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 

lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul. 

Jadi dari kedua pengertian tersebut ada keterkaitan antara 

jarimah ta‟zir dan uqabah karena jarimah ta‟zir tersebut adalah 

perbuatan yang bertentangan dengan keadilan sedangkan uqabah 

adalah hukuman atau balasan seseorang yang melakukan perbuatan 

yang bertentangan dengan syariat islam. 

Berdasarkan pemikiran ini, kebanyakan para ulama 

memperbolehkan pihak pemerintah untuk membuat penjara. 

Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan 

membuat penjara. Tetapi ada juga beberapa ulama memperbolehkan 

sanksi penjara. Hal ini dilakukan karena di khawatirkan tertuduh akan 

melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi 

perbuatan melakukan tindakan kejahatan.  

Dengan di tahannya tertuduh, kemungkinan terjadinya tiga hal 

tersebut dapat dihindari. 

Hukuman penjara bisa menjadikan hukuman pokok dan bisa juga 

menjadi hukuman hukuman tambahan. Hukuman penjara tambahan 

maksudnya apabila suatu hukuman pokok yang berupa hukuman 

cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Hukuman penjara 

dalam syariat islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara 

terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.
42

 

1. Hukuman penjara terbatas 
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Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama 

waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini 

diterapkan untuk para pelaku jarimah penghinaan, Penjualan khamr, 

riba, pelanggaran kehormatan dalam bulan suci ramadhan seperti 

berbuka puasa di siang hari tanpa uzur, contoh lain pengairan ladang 

dengan air dari saluaran tetangga tanpa izin. Caci maki di antara dua 

orang yang sedang berperkara di sidang pengadilan, dan kesaksian 

palsu. Demikianlah contoh-contoh hukuman penjara terbatas hukuman 

ini bersifat ringan.Hal ini dapat di lihat dari QS. Al-Maidah ayat 12 

dan QS. Al-A‟raf ayat 157. 

ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل، وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، وقال الله انّّ معكم، لئن اقمتم الصلوة واتيتم الزكوة 

وامنتم برسلي وعزرتموىم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفّرنّ عنكم سيّاتكم ولادخلنّكم جنّت تجرى من تحتها 

 (٢١)بيل الانهر، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء الس

            Artinya: “Dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian (dari) 

Bani Israil dan telah Kami angkat diantara mereka 12 orang 

pemimpin dan Allah berfirman: “Sesungguhnya aku beserta 

kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan 

menunaikan zakat serta beriman kepada rosul-rosul-Ku dan 

kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah 

pinjaman yang baik. Sesungguhnya aku akan menutupi dosa-

dosamu, dan sesungguhnya kamu akan kumasukkan ke 

dalam surga yang mengalir air di bawahnya sungai-sungai. 

Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, 

sesungguhnya ia telah tersesat dari jalan yang lurus.” (QS.Al-

Maidah: 12) 

2. Hukuman penjara tidak terbatas 



 33 

Hukuman penjara tidak terbatas maksudnya tidak di batasi 

waktu.
43

 Dengan kata lain, berlangsung terus sampai orang yang 

terhukum tersebut meninggal atau bertaubat. Atau bisa disebutkan 

juga dengan istilah lain hukuman penjara bahwa hukuman tidak 

terbatas ini adalah hukuman penjara seumur hidup dan telah di 

tetapkan dalam hukum positif di negara indonesia. Hukuman 

seumur hidup ini dalam hukum pidana islam dikenakan oleh 

penjahat yang sangat berbahaya, seperti pembunuhan yang 

dilakukan oleh orang ketiga atau seseorang atau biusa juga 

mengikat orang lain atau melemparkannya ke seekor harimau. 

Apabila orang tersebut tewas pelaku dikenakan hukuman penjara 

seumur hidup atau sampai dia meninggal di penjara. 

Sementara itu ada hukuman penjara yang tidak terbatas sampai 

pelaku bertaubat biasanya dikenakan antara lain kepada orang 

yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, 

mempraktekkan ilmu sihir, serta  mencuri lagi. 

Hukuman penjara yang dibatasi sampai terhukum bertaubat 

yang bertujuaan untuk mendidik. Hal ini hampir sama dengan 

lembaga pemasyarakataan.Yang sekarang menerapkan remisi bagi 

terhukum apabila menunjukkan tanda-tanda telah bertaubat. 

Artinya memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam 

perilakunya. 

Demikian pula dengan pengaturan lembaga pemasyarakatan 

dan pengadministrasiannya harus dijalankan secara baik sehingga 

mendukung para narapidana untuk bertaubat.
44

 

B. Pengertian jarimah ta’zir menurut para ulama 
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Seperti yang telah dijelaskan pada bagian diatas pengertian jarimah 

ta‟zir adalah suatu istilah untuk hukuman - hukuman atas jarimah-jarimah 

yang belum dikemukakan oleh syara.  

Berikut ini beberapa pengertian jarimah ta‟zir menurut para ulama:  

1. Menurut Al - Mawardi yang dimaksud jarimah ta‟zir adalah hukuman 

yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang 

hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Sebagaimana diterangkan 

oleh hadist sebagai berikut: 

 واتعزير تادب على ذنوب لم تشرع فيها العدود

Artinya: “Ta‟zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan 

dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara”.[4]
45

 

 

2. Kemudian pengertian jarimah ta‟zir menurut Wahbah Zuhaili adalah 

hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang 

tidak dikenakan had dan tidak pula kifarat. Jadi dengan demikan 

jarimah ta‟zir suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada 

hakim atau penguasa. 

“Ta‟zir menurut syara adalah hukuman yang ditetapkan atas 

perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan had dan tidak 

pula kifarat. 

3. Lalu menurut Audah Jarimah Ta‟zir adalah jarimah yang diancam 

dengan hukuman ta‟zir. Dan di dalam ketentuan syariah, jika tidak 

batasan hukumannya,maka masuk katagori jarimah ta‟zir, yaitu 

semua jarimah yang belum atau tidak ditenukan kadar hukumannya. 

Kemudian menurut audah jarimah ta‟zir dibagi menjadi tiga macam 

yaitu: 
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1. Ta‟zir karena melakukan perbuatan maksiat 

2. Ta‟zir untuk kepentingan umum 

3. Ta‟zir karena pelanggaran 

1.1 Ta‟zir karena melakukan maksiat yang dimaksud dengan 

perbuatan maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh 

dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama 

sepakat bahwa ta‟zir adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak 

dijatuhi hukuman (hadd) maupun kaffarat,baik maksiat yang 

menyinggung hak Allah SWT maupun hak adami.
46

 

Adapun ta‟zir yang menyinggung hak Allah SWT adalah semua 

perbiuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan 

umum. Sedangkan ta‟zir yang menyinggung hak adami adalah 

setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang 

tertentu, bukan orang banyak. 

Macam-macam perbuatan maksiat yang masuk katagori ta‟zir: 

1. Ta‟zir berasal dari jarimah hudud atau qiyas diyat yang tidak 

terpenuhi syarat-syaratnya, atau ada syubhat seperti pencurian 

yang tidak mencapai nisab,atau yang dilakukan oleh keluarga 

sendiri. 

2. Ta‟zir yang berasal dari kaffarat,tetapi tidak hukuman hadd 

seperti bersetubuh di siang hari di bulan ramadhan dan 

bersetubuh pada waktu ihram. Bentuk kaffaratnya yaitu 

memerdekakan budak, berpuasa dua bulan berturut - turut atau 

memberi makan 60 orang miskin. 
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3. Ta‟zir yang tidak ada hukuman hadd maupun kaffarat, seperti 

berduaan dengan perempuan lain, tidak terpenuhi syarat-syarat 

pencurian, memakan bangkai. 

1.2  Sedangkan ta‟zir untuk memelihara kepentingan umum adalah 

semua perbuatan yang dapat merugikan atau membahayakan 

terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan 

maksiat. Perbuatan-perbuatan ynag termasuk kelompok ini tidak 

dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan 

karena zatnya, melainkan karena sifatnya.Jika sifat tersebut ada, 

maka perbuatannya diharamkan, dan jika sifat tersebut tidak ada, 

maka perbuatannya mubah.  

Jika suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan

 umum, maka perbuatan tersebut  dianggap tindak pidana dan 

pelakunya dikenakan hukuman. Penjatuhan hukuman ta‟zir untuk 

kepentingan umum ini di dasarkan kepada tindakan Rasullulah 

SAW, yang menahan seorang laki-laki yang diduga mencuri unta. 

Setelah diketahui ternyata ia tidak mencurinya, maka Rasullulah 

SAW melepaskannya. 

Atas tindakan Rasullulah SAW tersebut bahwa penahanan 

merupakan jarimah ta‟zir. 

1.3 Ta‟zir karena pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang 

diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Jika 

meninggalkan kewajiban dan melakukan perbuatan yang 

diharamkan merupakan maksiat. Apakah meninggalkan yang 

mandub dan mengerjakan yang makruh juga termasuk maksiat 

yang dikenakan hukuman jarimah ta‟zir.
47
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4. Menurut al-mawardi bahwa jarimah ta‟zir adalah hukuman pendidikan 

atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman 

di dalamnya sebagaimana hukuman hudud. 

5. Sedangkan menurut abu zahrah bahwa jarimah ta‟zir adalah tindak 

pidana (Jarimah) yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan 

oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk 

hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah dan lembaga 

peradilan). 

 

C. Teori kekuasaan kehakiman 

Dari pengertian dan penjelasan jarimah ta‟zir dan uqabah,ada keterkaitan 

antara sistem hukum dan peradilan nasional berdasarkan pancasila dan UUD 

1945 yang mencerminkan politik hukum bangsa.Sejalan dengan ajaran agama 

islam itu sendiri bahwa formalisasi peradilan agama sebagai subsistem dalam 

kerangka sistem peradilan nasional indonesia,semata-mata untuk kepentingan 

penyelesaian sengketa antar sesama muslim dibidang hukum. Karena dalam 

sistem ajaran agama islam,aspek hukum merupakan bagian integral dan tak 

mungkin terpisahkan dalam kehidupann beragama umat islam. Keadilan 

undang-undang peradilan agama adalah dalam rangka pembaharuan peradilan 

agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.
48

 

Salah satui prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaran 

kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari pengaruh kekuasaan yang 

gunanya menegakkan hukum dan keadilan.Dalam usaha memperkuat prinsip 

kekuasan kehakiman yang merdeka sesuai tuntutan zaman maka sejak tahun 

1948 hingga sekarang ada 5 undang- undang yang mengatur tentang 

kekuasaan kehakiman. 
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1. Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan 

kehakiman Badan-badan kehakiman dan kejaksaan. 

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan ketentuan 

pokok kekuasaan kehakiman. 

3. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok 

kekuasaan kehakiman,yang kemudian diubah dengan Undang-undang 

Nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 

tahun 1970 tentang ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
49

 

4. Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman 

5. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. 

Dari undang-undang yang tercantum diatas undnag-undang nomor 48 

tahun 2009 membahas tentang kekuasaan kehakiman dan undang-undang 

nomor 4 tahun 2004 juga membahas tentang kekuasaan kehakiman.Undang 

nomor 48 tahun 2009 selain membahas kekuasaan kehakiman, juga berkaitan 

tentang kedudukan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang mana 

meliputi 3 aspek: 

1. Aspek status pengadilan 

2. Aspek peran yang diberikan dan dapat dimainkan 

3. Aspek pengakuan dan penghargaan terhadap pengadilan sebagai lembaga 

 kenegaraan baik secara yuridis dalam kehidupan ketatanegaraan. 

Kedudukan peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam.Peradilan 

agama pada dasarnya ditujukan untuk mewujudkan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih dan 
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wibawa,yang dilakukan melalui penataan sistem peradilan terpadu terlebih 

pengadilan agama yang secara konstitusional merupakan badan peradilan 

dibawah mahkamah agung.
50
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BAB III 

TINDAK PIDANA PENISTAAN AGAMA DITINJAU DARI HUKUM 

PIDANA ISLAM 

A. Kronologis kejadian pembakaran bendera tauhid di Garut Jawa 

Barat 

Pada tanggal 22 oktober 2018 telah ditetapkan sebagai Hari Santri 

Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional tersebut dilaksanakan di masjid 

istiqlal jakarta. Maksud ditetapkannya tanggal 22 oktober sebagai hari santri 

nasional adalah untuk meneladani semangat jihad kepada para santri di 

indonesia.
51

  

Di samping itu peringatan Hari Santri Nasional bertujuaan meneladani 

perjuangan para pendahulu dalam membangun semangat persatuan indonesia 

dalam melawan para penjajah yang ada di indonesia. 

Pada tanggal 22 oktober 2018 telah dilaksanakan dan memperingati Hari 

Santri Nasional yang pertama yang dipusatkan di garut jawa barat tepatnya di 

desa limbangan. Pada Hari Santri Nasional tersebut telah terjadi tragedi yang 

mengejutkan banyak pihak terutama umat islam di indonesia karena adanya 

insiden pembakaran bendera HTI yang bertuliskan kalimat tauhid, yang mana 

dalam peristiwa tersebut ada seorang pria yang membawa dan mengibarakan 

bendera Hizbhut Tahrir Indonesia (HTI), sehingga kejadian tersebut 

menjadikan suasana tersebut gaduh dikarenakan para peserta upacara merasa 

terganggu konsentrasinya ketika melihat orang tersebut mengibarkan bendera 

Hizbhut Tahrir Indonesia (HTI) kemudian, melihat adanya kejadian tersebut 

para BANSER yang menjaga upacara Hari Santri Nasional tersebut bergegas 

mengambil dan mengamankan bendera HTI tersebut dari seorang pemuda 

tadi, perebutan bendera tauhid oleh para BANSER tersebut karena 

dikhawatirkan akan terjadi aksi penginjakan bendera tauhid. Kemudian agar 
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tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akhirnya ketiga BANSER 

membakar bendera tauhid tersebut, akan tetapi pembakaran bendera tauhid 

tersebut oleh anggota BANSER secara tidak langsung menimbulkan reaksi 

dari masyarakat luas. Pembakaran bendera tauhid tersebut merupakan 

tindakan pelanggaran hukum serta berdampak pada gangguan ketertiban 

umum.
52

  

Sedangkan bendera tauhid merupakan identitas kaum muslim. Di dalam 

islam bendera ini, baik ar-Rayah yang berwarna hitam maupun al-Liwa yang 

berwarna putih, sama-sama bertuliskan „‟Laailaahaillallah Muhammad 

Rasullullah‟‟ diatasnya. Bendera ini bukan sekedar bendera, tetapi merupakan 

identitas islam, bendera Rasulullah bendera seluruh kaum muslimin, bukan 

bendera ormas tertentu. Bahkan untuk mempertahankan bendera ini, Ja‟far 

bin Abi Thalib sanggup mengorbankan apapun yang dia miliki hingga gugur 

sebagai syahid saat perang mut‟ah.  

Kemudian peringati hari santri nasional tersebut setelah usai diperingati, 

namun karena adanya peristiwa pembakaran bendera Hizbhut Tahrir 

Indonesia (HTI) menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarakat bahkan 

menjadi viral dikalangan warganet sehingga menimbulkan pro dan kontra di 

masyarakat terutama dikalangan warganet. Peristiwa tersebut yang mana 

masyarakat meminta kepada pihak kepolisian agar melakukan beberapa 

tindakan agar tidak terjadi keributan dan keresahan di masyarakat. Kemudian 

laporan tersebut oleh pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan ke 

tempat kejadian perkara serta mengumpulkan beberapa keterangan dari 

berbagai saksi seperti beberapa ormas yang hadir pada saat itu seperti MUI, 

FCNU dan beberapa BANSER yang menjaga peserta upacara tersebut dimana 

kita ketahui adanya beberapa BANSER tepatnya 3 orang yang melakukan 

perebutan dan pembakaran bendera HTI kemudian para BANSER yang 
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melakukan pembakaran bendera tersebut memberikan klarifikasi terhadap 

pihak kepolisian atas kasus tersebut, dalam klarifikasinya para BANSER juga 

meminta maaf karena telah mencederai umat islam.
53

 

B. Pengertian Penistaan Agama 

Perkataan “menista” berasal dari kata „‟nista”. Sebagian pakar 

mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan 

penggunaan kata-kata dalam menerjemahkan kata smaad dari bahasa belanda, 

“Nista” berarti hina, rendah, cela, noda. 

Dalam bahasa sansekerta istilah agama berasal dari kata „‟a” artinya 

kesini dan „‟gam‟‟ artinya jalan-jalan. Sehingga dapat berarti perarturan-

peraturan tradisonal, ajaran, kumpulan hukum-hukum. Pendeknya apa saja 

yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan. 

Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin, agama adalah suatu peraturan yang 

mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan 

dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan 

kebahagian kelak di akherat.
54

 

Dalam hukum islam penistaan agama merupakan perbuatan yang dapat 

dikatagorikan perbuatan perusak akidah, yang diancam berdosa besar bagi 

pelakunya, karena hal ini bertentangan dengan norma agama islam yang telah 

diturunkan melalui al-Quran dan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul 

terakhir. 

Di dalam KUHP memang mengenai pengertian penistaan agama tidak 

dijelaskan dan tidak secara jelas dipaparkan, namun di dalam buku lain 
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dikatakan bahwa definisi tentang penistaan agama adalah penyerangan 

dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu 

golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh 

orang banyak. 

Penodaan agama menurut pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu 

bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah dengan sengaja dimuka umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan 

lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Ditujukan pada niat untuk memusuhi 

atau menghina dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan 

yang dilakukan secara objektif mengenai agama, serta menggangu 

ketentraman umat beragama.
55

 

Adapun jenis-jenis penistaan agama tersebut untuk mengacu banyaknya 

fenomena penistaan agama yang berkembang, maka disini akan dijelaskan 

serta mengklasifikasikan penistaan agama ada 2 (dua) jenis yaitu: 

Pertama, verbal (dengan kata-kata atau ucapan). Penistaan yang verbal ini 

terjadi dalam bentuk: olok-olok, sindiran, tuduhan, tudingan, ejekan, hinaan 

hingga candaan yang bukan pada tempatnya dan sebagainya.
56

 

Kedua, Non verbal yaitu menghina agama tidak menggunakan ucapan 

atau kata-kata, namun lebih pada tindakan, perilaku atau pandangan. 

Penistaan agama dalam jenis ini memiliki cakupan yang luas. Ini bisa terjadi 

dalam bentuk mencela dengan menggunakan bahasa tubuh atau tindakan yang 

mengotori ajaran agama masing-masing. 
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Adapun firman Allah SWT tentang larangan penistaan agama terdapat 

pada surat al-imran ayat 85 yaitu: 

سِسٍِٚ ٍَ َنْبَي َٕ  ِٗ َلْسَالِْسَرِ يِ ُْ َٔ  ُُّْ ََْمََ يِ ىِ ِ ًَُٚ  هٍََ ُٚ
ءْهَي ْٛسَ َخِْ َِ َْلَِ   يٍَ َٚ َٔ     

Arti: Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali 

tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk 

orang-orang yang rugi. 

C. Tindak pidana penistaan agama dalam islam 

Setiap manusia yang terlahir di dunia pasti memiliki hak-hak yang sama 

dan tanggung jawab hal tersebut merupakan suatu kewajiban yang harus 

dilaksanakan setiap manusia salah satu bentuk konsekuensi dalam kehidupan. 

Allah SWT sebagai khaliq menginginkan setiap manusia agar dapat mencapai 

suatu titik kesempurnaan dalam menjalani kehidupannya. Agama islam yang 

diturunkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW menawarkan suatu konsep 

tentang ajaran yang menghendaki agar umatnya berusaha untuk mencapai 

kesuksesan hidup baik di dunia maupun diakherat.
57

 

Rahmatan lil allamin merupakan suatu rahmat bagi seluruh alam semesta 

dan merupakan acuan bagi seluruh umat islam agar senantiasa dapat saling 

mengasihi satu sama lain terhadap sesamanya. Agama islam lahir pada abad 6 

masehi, secara perlahan-lahan agama islam dapat diterima dengan baik pada 

masa itu. Muncul juga pada abad tersebut suatu misi untuk menghapus 

perbudakan hal ini merupakan salah satu sendi muculnya hak asasi manusia. 

Secara bertahap (tadarruj), Agama islam mengajarkan manusia untuk 

menghargai hak-hak hidup seseorang dan menyakini bahwa kehidupan serta 

kematian merupakan hak mutlak milik Allah SWT sebagai pencipta. Yang 

perlu digarisbawahi disini, saat itu islam juga mengajarkan kepada umat 
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manusia suatu konsep hak asasi yang penting, hendaklah orang banyak 

(publik) perlu diutamakan dibanding hak perseorangan (hak individu).
58

 

Sejak awal islam membawa suatu ajaran tentang hak asasi manusia 

(HAM) bahkan menurut al-maududi pun bahwa Piagam Magna Charta baru 

muncul 600 tahun yang lalu setelah kedatangan islam. Diperkuat lagi oleh 

pandangan weeramantry bahwa pemikiran islam mengenai hak-hak dibidang 

sosial, ekonomi dan budaya telah jauh mendahului pemikiran barat. Islam 

juga membawa suatu konsep mengenai kebebasan dalam beragama atau 

berkeyakinan yang keberadaannya tidak terbantahkan lagi posisinya sesuai 

firman Allah SWT dalam QS Al- Baqarah (2):256: 

 َ ََ  ِ ٍْ بَِللََّّ يِ ٚؤُْ َٔ ٕتِ  ُِ َ َنطَّ ِ ٍْ ٚكَْفسُْ ب ًَ َ     ِّٙ ٍَ انْغَ شْدُ يِ ٍَ انسُّ َّ َٛ ٍِ   قدَْ تََ ٚ اَِ  ِٙ اندِّ سَ دِ لََ إكِْ

ٛىٌ  ِ ٛعٌ عَه ًِ ُ ءَ اللََّّ َٔ    َ َوَ نََٓ يٗ لََ اَْفصَِ َ ثَْ ُٕ رِ انْ َٔ َنْعُسْ ِ كَ ب سَ ًْ َ  اءْل

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya 

telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa 

yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya 

ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. 

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
59

 

Kajian hukum pidana islam dikenal dengan ilmu syariah disebut dengan 

istilah jinayah atau jarimah. Sebagian fuqaha (ahli syariah) membedakan 

antara jarimah dan jinayah. Jarimah dapat diartikan pada semua jenis 

pelanggaran pidana islam. Sedangkan jinayah hanya untuk pelanggaran atau 

pidana yang menyangkut jiwa anggota badan saja.
60
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Jarimah mengklasifikasikan tindak pidana dilihat dari berat ringannya 

hukuman menjadi 3 jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan ta‟zir. 

Jarimah hudud merupakan pelanggaran hukum namun jenis dan 

ancamannya telah ditentukan oleh nash, yang diberlakukan hukuman had 

(hak Allah SWT). Contoh seperti pencurian, perampokan, murtad dan lain-

lain. Selanjutnya jarimah qishas diyat adalah perbuatan yang hukumannya 

berupa balasan setimpal. Sedangkan diyat merupakan hukuman ganti rugi 

yang ditentukan batasnya. Tidak ada batas terendah dan tertinggi tetapi 

menjadi hak perorangan. Contohnya seperti pembunuhan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah ta‟zir menurut etimologi yaitu 

menolak atau mencegah, sementara secara terminologi yaitu adanya hukuman 

yang kadarmya atau ukurannya tidak disebutkan dalam syara (hukum islam) 

dan sepenuhnya dibebankan kepada penguasa. Suatu perbuatan dapat 

dikatagorikan sebagai tindak pidana (jarimah) jika perbuatan tersebut telah 

memenuhi unsur-unsur jarimah menurut wardi muslich dalam bukunya yang 

dikutip dari Abdul Qadir Audah yang dimaksud unsur-unsur jarimah dibagi 

menjadi 3 jenis yaitu: 

1. Unsur formal, secara jelas adanya larangan perbuatan tersebut untuk 

tidak dilakukan dan disertai adanya hukuman atas perbuatan tersebut 

yang bersumber dari nash (ketentuan), baik dari al-quran maupun 

hadist. Dalam hukum positif unsur ini dikenal dengan istilah asas 

legalitas.
61

 

2. Unsur Material, yaitu adanya unsur tindakan yang terbentuk baik 

karena melakukan perbuatan yang dilarang, maupun karena 

meninggalkan perbuatan yang diharuskan, sehingga terbentuklah 

jarimah. 
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3. Unsur moral maksudnya pelaku yang melakukan perbuatan jarimah 

haruslah paham dan mengerti betul dampak serta konsekuensi yang 

diperbuat, dan sudah termasuk dalam katagori mukallaf (yang sudah 

dibebani).
62

 

 Aturan dalam hukum pidana islam membuktikan bahwa antara hukum 

pidana positif yang berlaku di indonesia dengan hukum islam memiliki 

kesamaan tujuaan yaitu untuk memelihara ketentraman serta menjaga 

kelangsungan hidup bagi seluruh masyarakat umum. Ini sejalan dengan 

tujuaan ditetapkannya hukum syara yang dikenal dengan istilah maqashid al-

syariah yaitu bertujuaan untuk mencapai kemaslahatan baik di dunia maupun 

di akherat. 

 Pada prinsipnya maqashid al-syariah merupakan manfaat dan menolak 

kemudharatan. Maqashid al-syariah terdiri dari dua kata maqashid dan al-

syariah. Kata maqashid sendiri adalah jamak dari maqshad yang berarti 

maksud dan tujuaan, sedangkan syariah mempunyai pengertian yaitu hukum-

hukum Allah SWT yang ditetapkan untuk manusia dan dijadikan pedoman 

untuk mencapai kebahagian hidup baik di dunia maupun di akherat. Jadi yang 

dimaksud Maqashid al-syariah adalah nilai-nilai yang menjadi tujuaan 

persyaratan hukum dan merupakan tujuaan yang hendak dicapai dalam suatu 

penetapan hukum.
63

 

 Tindak pidana penistaan agama dalam islam secara spesifik penulis tidak 

menemukan kajian khusus yang membahasnya, akan tetapi sebagian besar 

ulama berpendapat bahwa tindakan penistaan agama dapat dikatagorikan 

sebagai tindakan yang mendekatkan kepada perilaku seseorang dengan 

menyebarkan kebohongan kepada umat muslim. Pengkatagorian tersebut 
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dapat didasari dari bentuk dan jenis penistaan agama itu sendiri, karena 

perbuatan penistaan agama akan terus berkembang menjadi berbagai cara dan 

jenisnya seperti ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, adat istiadat dan 

keyakinan suatu agama yang perlu diperhatikan disini adalah apakah 

perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dan perilaku penistaan agama 

atau tidak. Dengan demikian yang dimaksud penistaan agama adalah suatu 

tindakan penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh 

suci adat istiadat dan keyakinan suatu agama. 

 Tetapi perdebatan tentang penistaan agama senantiasa bersifat aktual baik 

dalam hukum islam maupun hukum positif hal tersebut tertuang dalam KUHP 

bukan hanya itu saja peraturan tentang penistaan agama di indonesia diatur 

juga melalui instrumen penetapan presiden republik indonesia No.1 Tahun 

1965 tentang pencegahan atau penyalahgunaan penistaan agama yang mana 

ketentuan tersebut dikenal dengan UU PNPS No.1 Tahun 1965.
64

 

D. Landasan hukum dan sanksi penistaan agama 

Penetapan suatu hukum kepada pelaku hukum tidak bisa secara 

sembarangan dilakukan, hal tersebut karena penetapan hukum haruslah 

didasari dengan sumber-sumber yang jelas dan akurat. Begitupun halnya 

dengan penetapan hukum islam, harus didasari dengan pijakan dan alasan 

yang kualitatif yang disebut dengan sumber hukum. Seiring dengan 

perkembangan zaman maka berkembang pulalah permasalah-permasalahan 

baru yang bersifat kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 

masa Rasullulah SAW ketika beliau masih hidup semua persoalan dapat 

ditanyakan secara langsung kepada Rasullulah.
65

 Namun setelah Rasullulah 
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wafat kepada siapa lagi yang dapata menanyakan permasalahan yang terjadi?, 

Untuk itu menjawab permasalahan yang terjadi baik dibidang sosial, politik 

maupun budaya hingga teknologi informasi maka sepetutnya kita mencari 

sumber kepada apa yang diwariskan oleh Rasullulah SAW yaitu Al-Quran 

dan hadist. 

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah islam. 

Yang mana Ia memiliki sumber hukum utama. Seperti halnya sumber dari 

agama islam, yaitu al-quran dan hadist. Dalam kajian tentang penistaan 

agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok muslim maka 

perbuatannya dapat dikatagorikan sebagai jarimah ta‟zir apabila telah 

memenuhi beberapa unsur jarimah ta‟zir seperti yang dipaparkan oleh penulis 

sebelumnya. Mengenai landasan bagi pelaku penistaaan agama, nash (ayat al-

quran yang menjadi landasan hukum) sudah membahasnya dalam al-quran 

dan hadist.
66

 

1. Al-Quran 

 ُْ ُٓىْ  ، ألََ إََِّ ٌَ ٍُ يُصْهحُِٕ َ َحَْ ًَ ُٓىْ لَ تفُْسِدُٔا  ِٙ الأزْضِ قََنُٕا إََِّ إذَِا قِٛمَ نَ ٍْ لَ َٔ نكَِ َٔ  ٌَ فْسِدُٔ ًُ ىُ انْ

 ٌَ  {ٚشَْعُسُٔ

Artinya: Dan bila dikatakan kepada mereka: “Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi,” mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-

orang yang mengadakan perbaikan”. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah 

orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar” (QS-al-

Baqarah:11-12).
67

 

2. Hadist 
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Selain dalil yang bersumber dari al-quran, hadist juga merupakan sumber 

hukum dan selanjutnya menjadi suatu rujukan. Rasullulah menjelaskan 

sebuah hadist yakni sebagai berikut: 

َّٙ ضهٗ اللَّ عهّٛ ٔءهى قََلَ   ِ ٌَّ انَََُّ ََٓ أَ ُْ ُ عَ َٙ اَللََّّ ٍْ عََهشَِ َ زَصِ عَ َٔ ََ ْٛلََتِ  ) : َٓ ِٔ٘ انَْ أقَِٛهُٕا ذَ

ِٓىْ إلََِّ انَْحُدُٔ َ  اُِ   ( عَدسََاتِ َٔ ُٔ َ  زَ ُّٙ  ,أبَُٕ َ ا انَُّسََهِ َٔ ٙ  زصٙ اللَّ عُّ قََلَ  . ٍْ عَهِ عَ َٔ ُْيُ لِأقُِٛىَ عَهَ  ) : ٗ يََ كُ

دًّا ٍَ دٍ  ٍَ ًُٕتُ  ,أَ سِ  إلََِّ شََزِلََّ  , سَفَِدُ  ِٙ َفَْسِٙ , ََٛ ًْ ْٕ يََتَ  ;انْبَ ُ نَ ْٚلُُّ   ئَََِّّ  َ َٔ  )   ُّ٘  ألَْْسَفَُّ انََْبََُزِ

Artinya : dari aisyah Radliyallaahu „anhu bahwa Nabi Shallallaahu „alaihi 

wa Sallam bersabda: “Ampunilah orang-orang yang baik dari ketergelinciran 

(berbuat salah yang tidak disengaja) mereka, kecuali melanggar had.” 

Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Nasa‟i dan Baihaqi. Ali Radliyallaahu „anhu 

berkata: Aku tidak menjalakan had kepada seseorang kemudian ia mati dan 

aku berduka cita, kecuali peminum arak. Sesungguhnya jika ia mati, akan 

kubayar dendanya. Riwayat Bukhari Muslim.
68

 

Kemudian sanksi bagi pelaku penistaan agama meniurut ahmad fathi 

bahasni, sanksi atau uqabah berarti balasan berbentuk ancaman yang 

ditetapkan oleh syar‟i (Allah SWT) untuk mencegah terhadap perbuatan-

perbuatan yang dilarang-Nya dan perbuatan meninggalkan yang Ia 

perintahkan.
69

 

Sedangkan menurut abdul qadir audah mendefinisikan sanksi atau 

hukuman adalah balasan yang telah ditentukan untuk kepentingan orang 

banyak atas melanggar perbuatan perintah Allah SWT. 

Didalam kitabnya „‟fatawa”, ibnu tayimiyah menyatakan bahwa 

disyariatkan hukuman rahmat dari Allah SWT untuk manusia yang 
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menimbulkan sebagai rasa kasih sayang-Nya terhadap makhluk. Oleh karena 

itu adalah wajar apabila Allah SWT menjatuhkan hukuman terhadap 

perbuatan dosa dengan maksud berbuat baik kepada manusia maka ancaman, 

siksaan yang dijatuhkan dan dimaksudkan untuk mendidik para pelaku demi 

merealisasikan kemaslahatan umum.
70

 

Dalam hukum islam perbuatan yang mengakibatkan kerugian kerugian 

bagi orang lain atau masyarakat, baik anggota badan maupun jiwa, harta 

benda, perasaan, keamanan, dapat dikatagorikan sebagai perbuatan jarimah.
71

 

Dalam hukum islam tujuaan pokok dari penjatuhan hukuman adalah untuk 

pencegahan (ar-rad‟u waz-zajru), pengajaran serta pendidikan (al-islah wat-

tahzib). Adapun yang dimaksud dengan pencegahan adalah mencegah diri si 

pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah diri orang lain 

dari perbuatan yang demikian. Dalam hukum islam, penjatuhan hukuman 

bagi pelaku bertujuaan untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dan 

menguasai rasa saling menghormati dan mencintai antar sesamanya serta 

mengetahui batas-batas antar hak dan kewajibannya. 

Ditinjau dari perbuatannya, tindak pidana (jarimah) dibedakan menjadi: 

a) Jarimah hudud 

Jarimah hudud yaitu hukuman yang ancamannya dengan menggunakan 

had dan lebih ditentukan oleh syara, dan menjadi hak Allah SWT. Hukuman 

tersebut telah ditentukan oleh syara dan tidak ada batas minimal dan 

maksimal, maka hukuman ini tidak bisa dilepaskan oleh perorangan (orang 
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yang menjadi korban atau keluarganya atau masyarakat yang diwakili oleh 

negara.
72

 

Hukuman had merupakan hak Allah SWT yang tidak dimaafkan dan 

dihapuskan oleh manusia. Macam-macam tindak pidana hudud adalah: 

1) Tindak Pidana Riddah (murtad) 

2) Tindak Pidana Hirrabah 

3) Tindak Pidana Bughat 

4) Tindak Pidana Perzinaan 

5) Tindak Pidana Qazaf 

6) Tindak Pidana Pencurian 

7) Tindak Pidana Konsumsi Khamr (Syurb al-khamr) 

a) Jarimah Qiyas dan diyat 

Qiyas bisa diartikan sebagai pembalasan yang setimpal dengan 

perbuatannya. Qiyas merupakan hukuman yang sesuai dengan keadilan di 

masyarakat, dimana perbuatan akan diberi balasan sesuai dengan 

perbuatannya. Untuk mewujudkannya keamanan dan ketertiban, hukuman 

qiyas akan lebih menjamin.
73

 

Tujuaan berlakunya sanksi bagi siapa saja yang melanggar perintah Allah 

SWT adalah untuk memperbaiki pelaku hambanya, menjaganya dari 

kerusakan, menyelamatkan dari kebodohan, menunjukinya dari kesesatan, 

mencegah dari kemaksiatan dan menjadikannya taat dan patuh. Allah SWT 

menurunkan syariat-Nya dan mengutus para Rasul-Nya adalah untuk 

memberikan pendidikan bagi manusia dan mengarahkannya dengan jalan 

yang benar. Ia menetapkan sanski bagi siapa saja yang melanggar segal 
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perintah-Nya untuk kemaslahatan mereka sendiri sekalipun mereka 

membencinya.
74

 Mencegahnya dari perbuatan yang sesat meskipun ia 

menyukainya, oleh karena itu penetapan sanksi adalah untuk memperbaiki 

perilaku setiap manusia, menjaga dan mengatur kepentingan orag banyak. 

Allah SWT dalam menurunkan syariat-Nya berupa sekumpulan hukum-

hukum lalu memerintahkannya kepada kita untuk melaksanakannya, tidak 

merasa dirugikan walaupun seluruh manusia di muka bumi ini melanggar 

segala perintahya begitu juga ia tidak diuntungkan walaupun seluruh manusia 

di muka bumi ini memeatuhi segala perintah-Nya. 

Sanksi pidana islam yang diberlakukan tentu saja jika memenuhi 

ketentuan syariat akan berfungsi sebagai penebus dosa. Dengan begitu 

pelakunya tidak akan disiksa di akherat karena dosa kejahatan tersebut. Bagi 

orang yang mengimani kehidupan akherat berlaku pahala dan siksanya, sifat 

ini memberikan dorongan besar baginya untuk mengakui kejahatan yang ia 

perbuat sekalipun menjalani hukuman dengan penuh kerelaan bahkan dengan 

kegembiraan.
75

 

Dalam pembahasan sanksi pelaku penistaan agama dapat disamakan 

hukumnya dengan orang yang murtad karena adanya unsur kesengajaan 

berniat melawan hukum islam. Akan tetapi sanksi pidana yang diberikan 

terhadap pelaku penistaan agama pada dasarnya disamakan dengan hukuman 

murtad dikarenakan hukumannya adalah hukuman mati. Jadi sanksi pidana 

yang diberikan oleh pelaku penistaan agama menurut hukum islam sama 

dengan sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang murtad.
76

 Jadi tujuaan 

diberlakukannya sanksi kepada pelaku penistaan agama adalah untuk 

memperbaiki perilaku hambanya, menjaganya dari kerusakan, 
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menyelamatkan dari kebodohan, menunjukinya dari kesesatan, mencegah dari 

kemaksiatan dan menjadikannya taat dan patuh. Jadi penetapan sanksi 

tersebut bertujuaan juga untuk memperbaiki perilaku setiap individu, menjaga 

dan mengatur kepentingan orang banyak, Allah SWT menurunkan syariat-

Nya berupa sekumpulan hukum-hukum lalu memerintahkan kita untuk 

melaksanakannya. 

Akan tetapi sanksi pidana dalam hukum positif bahwa kitab undang-

undang hukum pidana (KUHP) bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, 

sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan 

tersebut, menurut Alf Ross sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus 

memenuhi syarat atau tujuaan. Pertama pidana dikenakan kepada pengenaan, 

penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua pidana itu harus 

merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.
77

 

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua 

pilihan misalnya hukuman penjara atau denda, jika dipandang dari sudut 

sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum daripada pelanggar suatu kaidah 

hukum.
78

 

Hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh 

seseorang. Mengenai aturan suatu penistaan agama, sanksi yang dikenakan 

adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi pidana dengan membuat 

pelaku tersebut menderita, sanksi penistaan agama diatur dalam pasal 2 UU 

PNPS No 1/1965 (jo Undang-undang No 5/1965) dan pasal 156a KUHP, 

pasal 2 UU PNPS No 1/1965 menyebutkan ayat:(1) “Barangsiapa melanggar 

ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk 

menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri 
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agama, menteri atau jaksa agung dan menteri dalam negeri.” Ayat (2) 

“Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau 

sesuatu aliran kepercayaan, maka presiden republik indonesia dapat 

membubarkan organisasi dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut 

sebagai organisasi terlarang, satu dan lain setelah presiden mendapat 

pertimbangan dari menteri agama, jaksa agung dan menteri dalam negeri.
79

‟‟ 

Sanksi penjara tersebut diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara 

sah dan menyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman 

hukuman maksimal 5 tahun penjara, dikatakan maksimal artinya apabila 

jumlah pidana tersebut pelaku penistaan agama dalam KUHP adalah 5 tahun 

penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.
80

 

Sebagaimana dijelaskan didalam KUHP menetukan tindak pidana 

penistaan agama adalah kejahatan yang menodai suatu agama yang tercantum 

dalam pasal 156 (a) KUHP yang berbunyi; 

a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau 

penodaan terhadap suatu agama yang dianut di indonesia. 

b) Dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang 

bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
81

 

E. Tindak pidana penistaan agama pembakaran bendera tauhid dalam 

hukum pidana islam 

Tindak pidana penistaan agama dalam hal ini pembakaran bendera tauhid 

pada saat upacara hari santri nasional merupakan salah satu bentuk perbuatan 
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membuat keributan di muka umum dengan menggunakan atribut seperti 

bendera, mengeluarkan perasaan di muka umum dan biasanya dilakukan pada 

saat memperingati hari besar keagamaaan seperti Hari Santri Nasional. 

Ternodai oleh peristiwa pembakaran bendera tauhid yang mengakibatkan 

keributan dimuka umum sebagaimana kita ketahui di bendera tersebut 

bertuliskan Lailla ha illallah Muhammad Rasullulah.Apabila hal tersebut 

disalahgunakan atas nama Allah SWT maka perbuatan tersebut merupakan 

kejahatan terhadap ketertiban umum, kesengajaan pelaku untuk melakukan 

suatu perbuatan yang sifatnya melanggar hukum di muka umum, dengan 

melihat kasus tersebut maka untuk  mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan dapat dilakukan dengan lisan,tulisan maupun perbuatan lain 

sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 penetapan presiden republik indonesia 

nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau 

penodaan agama.
82

 

Akan tetapi ternyata di dalam KUHP tidak dijelaskan mengenai apa yang 

dimaksud dengan kata-kata “di depan umum”, hanya saja untuk beberapa 

delik tertentu dengan menggunakan kata-kata “di depan umum”, Hoge road 

di dalam salah satu arrest-nya telah memutuskan antara lain: “Perbuatan 

melanggar kesusilaan di depan umum itu merupakan perbuatan baik yang 

dilakukan di suatu tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi 

oleh setiap orang, maupun perbuatan, walaupun tidak dilakukan di suatu 

tempat umum dalam arti tempat yang dapat dikunjungi oleh setiap orang, 

maupun perbuatan walaupun tidak dilakukan di suatu tempat umum, akan 

tetapi dapat dilihat dari suatu tempat umum. Tindak pidana penistaan agama 

yang dilakukan dengan cara menggangu ketertiban umum seperti membuat 

keributan atau membuat keonaran pada saat memperingati hari besar 

keagamaan biasanya dikatagorikan sebagai kejahatan menggangu ketertiban 
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umum, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memancing emosi 

para peserta upacara ketika acara memperingati hari santri nasional sedang 

berlangsung dalam menangani masalah ini juga menggunakan konsep 

kriminologi syariah atau studi tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip 

syariah hal ini mempunyai kewenangan untuk membedakan mana kejahatan 

dan bukan kejahatan, apakah perbuatan tersebut termasuk kriminal atau non 

kriminal bahkan kriminologi syariah memandang berbagai aspek bukan 

hanya terbatas pelaku kejahatan saja, kriminologi syariah juga 

memperhatikan korban, masyarakat, sistem peradilan dan negara.
83

 

Dari pengklasifikasikan suatu tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan 

diatas, maka tindak pidana penistaan agama melalui membuat keributan di 

muka umum pada saat hari besar agama disebut juga jarimah ta‟zir. Hal ini 

meningatkan pengertian jarimah ta‟zir yaitu pelaranagn perbuatan yang 

digariskan oleh nash, namun tidak merinci sanksi dari perbuatan tersebut 

karena sanksi sepenuhnya diberikan kepada penguasa atau hakim. Hakim 

sepenuhnya dipercayakan untuk menentukan kadar tinggi rendahnya sanksi.
84

 

Bila dihubungkan dengan penistaan agama yang dilakukan oleh uus 

sukmana sebagai pelaku penistaan agama pada putusan hakim nomor: 

36/Pid.C/2018/PN.Grt maka perlu diuraikan penjelasannya. Pelaku pada 

faktanya melakukan penistaan agama dengan cara membuat keributan dimuka 

umum ditambah lagi pelaku membawa bendera tauhid dengan tulisan La illa 

ha illaallah tindakan pelaku tersebut merupakan suatu tindakan penistaan 

agama sebagimana dikatagorikan dalam islam. Hukum islam yang pada 

dasarnya tidak hanya mengatur hal yang vertikal akan tetapi juga mengatur 

yang bersifat horizontal, sebenarnya tidak hanya membahas mengenai 
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penistaan agama yang dilakukan dengan cara membuat keributan, karena 

bukan termasuk permasalahan klasikal. Pada tatanan penistaan agama yang 

dilakukan melalui cara tersebut diatas para pelaku juga dikatagorikan sebagai 

pelaku jarimah ta‟zir hal ini mengingatkan akan jarimah ta‟zir yang mana 

pelarangan perbuatan yang dilakukan telah digariskan oleh nash namun tidak 

merinci sanksi dan perbuatan, oleh karena itu sanksi sepenuhnya diberikan 

oleh penguasa atau hakim. Jelaslah bahwa ta‟zir adalah salah satu istilah 

untuk hukuman-hukuman atas jarimah-jarimah yang belum ditentukan oleh 

syara.
85

 

Hukuman dalam jarimah ta‟zir tidak ditentukan oleh ukuran dan 

kadarnya, oleh karena disebabkan bahwa penguasa atau hakim sepenuhnya 

diberi wewenang untuk menentukan batas terendah dan tertinggi hukuman 

tersebut. Abdul qadir audah menyatakan bahwa sebagaiman dikutip oleh 

mahrus munajat bahwa jarimah terbagi menjadi 3 bagian: 

1. Jarimah hudud dan qishash diyat yang mengandung unsur subhat atau 

tidak memenuhi syarat, namun dapat dianggap sebagai perbuatan tindak 

pidana (jarimah) seperti pencurian harta syirkah. 

2. Jarimah ta‟zir yang jenis jarimahnya sudah ditentukan oleh nash, tetapi 

sanksinya oleh syar‟i diserahkan kepada hakim (penguasa), contohnya 

sumpah atau janji palsu, pengurangan timbangan, menipu, menghina 

agama dan lain-lain. 

3. Jarimah ta‟zir dan jenis sanksinya secara utuh menjadi wewenang 

penguasa atau hakim demi terwujudnya kemaslahatan umat. Dalam hal ini 

unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya 

pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. 
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Untuk melengkapi uraian diatas, terkait hukuman bagi pelaku jarimah 

ta‟zir secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: 

A. Hukuman ta‟zir yang mengenai badan seperti hukuman mati dan jilid 

(dera) 

B. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang seperti 

hukuman penjara dan pengasingan. 

C. Hukuman ta‟zir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan 

atau perampasan harta dan penghancuran barang. 

D. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh ulil amri demi 

kemaslahatan umum.
86

 

Dengan demikian bahwa kejahatan yang dilakukan dengan membuat 

keributan di muka umum pada saat upacara hari besar keagamaan maka 

kejahatan tersebut disebut dengan kejahatan tindak pidana penistaan agama 

menggangu ketertiban umum termasuk katagori jarimah ta‟zir yang 

sepenuhnya wewenang untuk memberikan hukuman dibebankan kepada 

penguasa atau hakim agar mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa 

yang diperbuat oleh pelaku penista agama menurut zahrah untuk menetapkan 

hukuman penista agama ketika penguasa menetapkan hukuman ta‟zir kepada 

pelaku penistaan agama, maka penguasa memiliki kewenangan untuk 

memberikan ketentuan hukuman, baik dengan ketentuan hukuman maksimal 

maupun hukuman minimal, dan memberikan wewenang kepada pengadilan 

untuk menentukan batasan hukuman antar hukuman maksimal dan hukuman 

minimal. Walaupun sebenarnya saya sebagai penulis sudah menguraikan 

mengenai sanksi ataupun hukuman bagi tindak pidana penistaan agama yang 

termasuk katagori jarimah ta‟zir atau hukuman-hukuman lain yang ditetapkan 

oleh ulil amri demi kemaslahatan umum. Namun dalam penerapan kasus 

tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh orang atau sekelompok 
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orang yang melakukan keributan di muka umum pada saat memperingati hari 

santri nasional hal ini apabila dimaksud dengan jarimah ta‟zir harus 

berdasarkan dan ditetapkan oleh suatu negara yang menerapkan konsep 

hukum pidana islam.
87
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BAB IV 

Analisis Penyelesaian Kasus Pembakaran Bendera Tauhid 

dalam Putusan PN Garut NO 36/Pid.C/2018/PN Grt Tentang 

Pembakaran Bendera Tauhid 

A. Peristiwa Tindak Pidana Pembakaran Bendera Tauhid di Acara Hari 

Santri Nasional 

Dalam perkara pembakaran bendera tauhid di kabupaten garut jawa barat 

yang mana putusannya terdapat pada perkara nomor 36/Pid.C/2018/PN.Grt. 

Yang mana terdakwa bernama Uus Sukmana, berjenis kelamin laki-

laki,beragama islam, bertempat tinggal di kampung panyosongan Rt 03 Rw 

06 Desa wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut Jawa Barat, dan 

bekerja sebagai wiraswasta.
88

 Hal ini dilakukan untuk mendeskripsikan 

suatu kasus yang dipilah-pilah agar menjadi lebih objektif. Hal tersebut 

hanya merujuk pada dakwaan penuntut umum akan tetapi cenderung tidak 

berimbang bahkan lebih memberatkan terdakwa oleh sebab itu dalam bab 

ini yang pembahasannya akan mencantumkan oleh majelis hakim diyakini 

sebagai fakta. 

Aksi itu awalnya berjalan dengan lancar. Akan tetapi usai orasi selesai, 

sejumlah oknum peserta demo mencoba merangsek barikade polisi. Tak 

pelak, situasi menjadi memanas ketika aksi tersebut dihadang salah seorang 

anggota Pagar Nusa. Pemerintah pun bergerak cepat menanggapi kasus 

pembakaran bendera ini. Menko Polhukam Wiranto pun segera menggelar 

rapat koordinasi yang dihadiri Kapolri, Jaksa Agung, Kemendagri, 

Kemenkumham, MUI dan perwakilan PBNU pada Selasa, 23 Oktober 2018. 

Adapun kalangan Hizbut Tahrir Indonesia, yang organisasinya dibubarkan 
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pemerintah beberapa waktu lalu, bersikukuh mengatakan bahwa mereka tak 

punya bendera sendiri. Juru Bicara HTI Ismail Yusanto mengunggah video di 

akun Twitternya, yang menyebut bahwa yang dibakar adalah bendera Tauhid. 

 Viralnya video pembakaran bendera tauhid yang beredar di media sosial 

mendapat reaksi keras dari pengguna media sosial dan para tokoh dan 

ulama di indonesia khususnya di jawa barat. Mereka kemudian melaporkan 

peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, pihak kepolisian garut jawa 

barat agar peristiwa tersebut ditindak lanjuti serta melaporkan perbuatan 

terdakwa kepada pihak kepolisian garut jawa barat agar peristiwa tersebut 

ditindak lanjuti serta melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak 

kepolisian dalam hal ini polisimulai melakukan berbagai penyelidikan dan 

meminta keterangan dari beberapa saksi.
89

 

Berikut ini beberapa fakta mengenai bendera bertuliskan kalimat tauhid:
90

 

1.  Ar Raya dan Liwa 

Hizbut Tahrir menyatakan menggunakan "Bendera dan panji-panji 

Rasulullah", yakni panji-panji yang disebut dengan Ar Raya berwarna hitam, 

dan bendera yang disebut dengan Liwa, berwarna putih.  Secara kasat mata, 

perbedaan keduanya hanya pada warna. Ar Raya berwarna hitam dengan 

tulisan putih, sedang Liwa berwarna putih dengan tulisan hitam. Keduanya 

bertuliskan aksara Arab yang berbunyi "La illaha illallah, muhammada 

rasulullah," tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. 

Namun menurut Guntur Romli, bendera itu baru dikenalkan oleh Hizbut 

Tahrir sendiri pada tahun 2005.  

"Penetapan Bendera Putih dan Bendera Hitam ini ada dalam buku Ajhizah 

Daulah Khilafah: Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi 
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yang baru terbit tahun 2005, padahal organisasi Hizbut Tahrir sudah berdiri 

tahun 1953. Buku ini terbit dalam periode Pemimpin Intenasional (Amir) 

Hizbut Tahrir yang sekarang: Atha' Abu Ar-Rasythah. Amir yang ke-3," kata 

Guntur Roimli dalam sebuah pernyataan. 

2.  Bendera perang 

Menurut website Hizbut Tahrir, Liwa adalah bendera yang akan dibawa 

ke medan perang. Saat perang, bendera ini hanya dibawa oleh para komandan 

pasukan di medan perang. Namun dalam keadaan damai, Liwa bisa 

dikibarkan di depan markas pasukan. Adapun panji-panji hitam Ar Raya bisa 

dikibarkan oleh orang-orang biasa, atau dikibarkan di depan bangunan sipil, 

terutama ketika sedang ada perayaan. "Namun faktanya," tambah Guntur 

Romli pula, dua bendera ini "sama-sama dipakai saat demo, apalagi yang 

warna hitam."
91

 

3. Bukan satu-satunya bendera yang bertuliskan "Tiada Tuhan 

selain Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya" 

Kalimat "Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah" 

sering dipakai dalam beberapa bendera. Beberapa di antaranya adalah bendera 

resmi negara. Bendera Arab Saudi misalnya, berwarna hijau dengan tulisan 

putih di tengahnya, dan pedang di bawahnya. Bendera Afghanistan pun 

memasukkan kalimat ini di dalam benderanya meskipun ditambah lambang 

lainnya. ISIS juga memakai bendera hitam dengan tulisan "La illa haillallah", 

dengan bentuk tulisan yang berbeda dengan bendera Hizbut Tahrir maupun 

bendera Arab Saudi.  Dalam bendera ISIS, kalimat "Tiada Tuhan selain 

Allah" tidak dilanjutkan dengan kalimat "Muhammad adalah utusan Allah". 

Namun, ada bulatan di tengah bendera yang berisi tiga kata bersusun ke 

bawah. "Allah", "Rasul" dan "Muhammad".  
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Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka 

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan 

terdakwa menyebabkan umat islam merasa terhina sementara hal-hal yang 

meringankan terdakwa adalah terdakwa bersikap sopan santun dan mengakui 

bersalah dan menyesal atas perbuatannya, sedangkan terdakwa belum pernah 

dihukum dan terdakwa sudah meminta maaf.
92

 

Dalam kasus pembakaran bendera tauhid yang diputus oleh PN Garut 

Jawa Barat tanggal 22 oktober 2018 dengan nomor perkara: 

36/Pid.C/2018/PN.Grt yang mana persidangan Pengadilan Negeri Garut 

memeriksa dan mengadili terdakwa dengan perkara pidana ringan, dengan 

cara pemeriksaan secara cepat, dalam perkara terdakwa atas nama: 

1. Nama: Uus Sukmana alias Uus bin Dadang Sodikin 

2. Tempat Lahir: Garut 

3. Umur: 34 Tahun 

4. Tanggal Lahir: 24 April 1984 

5. Kebangsaan: Indonesia 

6. Tempat tinggal: Kampung Panyosogan Rt 003 Rw 006 Desa 

Wanakerta Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut. 

7. Agama: Islam 

8. Pekerjaan: Wiraswasta 

Terdakwa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena 

mengibarkan bendera HTI pada saat upacara Hari Santri Nasional sehingga 

menimbulkan kegaduhan. Jika dilihat dari dakwaan JPU, JPU menganggap 

hal ini sebagai perbuatan yang berdiri sendiri antara perbuatan dan penistaan 

agama. Jika dilihat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada dasarnya 

adalah faktor kesengajaan untuk membuat kegaduhan tindak pidana ini diatur 
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dalam pasal 156 (a) KUHP digunakan JPU sebagai perbuatan berdiri sendiri 

dan dianggap terbukti oleh hakim, kemudian hakim membuka sidang yang 

mana sidang tersebut dibuka dan dinyatakan untuk umum, yang kemudian 

terdakwa dipanggil dan dibawa masuk ke ruang persidangan setelah 

mendengar keterangan dari beberapa saksi kemudian terdakwa membenarkan 

maka hakim menjatuhkan putusan pidana. terhadap terdakwa selama 10 hari 

Dalam unsur ketentuan pasal 174 KUHP sebenarnya untuk menjelaskan unsur 

sengaja dimuka umum. Dalam pertimbangannya hakim unsur ini dibuktikan 

dengan penjelasan bahwa kata-kata menghasut diucapkan di tempat umum, 

melainkan bahwa kata-kata ini telah diucapkan di dalam keadaan atau cara 

yang demikian sehingga dapat di dengar oleh orang lain.
93

 

Dalam kasus yang diteliti oleh JPU dengan melihat berbagai alat bukti dan 

mendengar keterangan dari beberapa saksi yang ada maka  Jpu memutuskan 

dan menetapkan bahwa kasus pembakaran bendera yang menggangu 

ketertiban umum pada saat upacara keagamaan harus menggunakan pasal 174 

KUHP hal ini dikarenakan karena pasal 174 KUHP dianggap lebih tepat, 

bersifat umum dan tidak ada penghinaan terhadap agama,78 hanya saja 

tindakan yang dilakukan terdakwa hanya bersifat suatu kesengajaan untuk 

menggangu ketertiban umum pada saat upacara keagamaan dalam hal ini Hari 

Santri Nasional diamankan terdakwa dengan sengaja membawa bendera HTI  

yang berwarna hitam sehingga menggangu konsentrasi peserta upacara 

kemudian dilanjutkan dengan perebutan bendera dan pembakaran bendera 

tindakan terdakwa yaitu UUS Sukmana dan para Banser  inilah dianggap 

perbuatan yang membuat gaduh dimuka umum, oleh karena itu JPU 

menggunakan pasal 174 KUHP kemudian hakim menjatuhkan putusan serta 

vonis selama 10 hari dengan denda sebesar Rp 900,00 adapun putusan hakim 

dengan nomor perkara 36/Pid.C/2018/PN.Grt kepada terdakwa saudara Uus 

Sukmana alias Uus bin Dadang Solikin . 
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4. Putusan Majelis Hakim 

Dalam hukum islam tidak menjelaskan lebih rinci mengenai tentang obyek 

tindak pidana pembakaran bendera tauhid dalam peringatanHari Santri 

Nasional di Garut pada Selasa, 23 Oktober 2018. di dalam Al-Quran 

menjelaskan bahwa Peristiwa pembakaran bendera tauhid ini patut 

disayangkan, karena dilakukan oleh orang-orang yang menyatakan diri 

muslim dan dilakukan dengan cara yang kurang pantas.
94

      

Di Indonesia umat Islam sepakat menggunakan bendera Merah Putih 

sebagai simbol kenegaraan mereka. Itulah liwa rayah kaum muslimin di 

Indonesia. Bendera pemersatu umat dari Sabang sampai Merauke. Sudah 

seharusnya masyarakat Indonesia mengusung bendera merah putih sebagai 

Liwa rayah kita semua. Nabi Muhammad SAW tidak pernah memerintahkan 

umatnya menggunakan liwa rayah hitam putih bertuliskan dua kalimat 

syahadat. Bahwa di masa perang irminiyah dan perang adzrabiijaan, terdapat 

perbedaan pada wajah qiraah beberapa sahabat dimana sebagian bercampur 

dengan bacaan yang salah. Utsman radhiyallahu „anhu kemudian 

memerintahkan kepada sahabat untuk menulis ulang Al-Qur‟an, Didalam Al-

Quran menjelaskan bahwa Allah melarang para sahat menghina berhala yang 

disembah orang kafir karena orang kafir bisa membalas dengan menghina 

Allah, Allah berfirman  

مٍ  لْ غَيِْْ عِ للَّوَ عَدْوًا بِ يَسُبُّوا ا للَّوِ فَ  ونِ ا ونَ مِنْ دُ ينَ يدَْعُ لِكَ زَي َّنَّا لِكُل       وَلَا تَسُبُّوا الَّذِ لَََٰ  كَذََٰ هُمْ ثَُُّ إِ لَ أمَُّةٍ عَمَ

ونَ  عْمَلُ وا يَ  انُ اَ كَ هُمْ بِ ب ئُ  نَ يُ  هُمْ فَ  رْجِعُ  رَبِّ ِمْ مَ

 

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka 

sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan 

melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat 

menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah 
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kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu 

mereka kerjakan. 

Apa yang dilakukan banser dengan membakar bendera itu, jelas 

memicu kemarahan kaum muslimin dan menimbulkan ketegangan di antara 

bangsa Indonesia. Terlebih yang dia bakar ada nama Allah. Dan mereka 

berhak marah ketika kalimat thayibah dibakar. Terlepas dari anggapan 

pemilik benderanya. Tidak salah jika apa yang dilakukan Banser termasuk 

tindakan menyebarkan kebencian di tengah masyarakat. Apalagi bendera 

yang dibakar itu bukan bendera HTI. Tidak mungkin ada HTI yang datang ke 

acara mereka. Dan tidak diketahui dengan pasti, siapa yang membawa 

bendera itu di acara tersebut, apakah dibawa orang lain, atau dibawa sendiri 

oleh Banser dan dipersiapkan oleh mereka untuk dibakar. Kalaupun ada orang 

yang membawanya, ada kemungkinan Banser akan menangkap orang itu, 

karena dianggap HTI.  GP anshar memberikan alasan bahwa membakar 

bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu dalam rangka untuk memuliakan 

kalimat tauhid. Kita mengakui bahwa menurut Syafiiyah dan Malikiyah, salah 

satu diantra cara untuk mengamankan nama Allah yang tercecer adalah 

dengan membakarnya, kemudian abunya dikubur di tempat yang aman.
95 

Jadi dalam sebuah hadits yang dikeluarkan oleh Abu Syaikh al-

Ashbahaniy dalam Akhlaq al-Nabi shalallahu „alaihi wa sallam dari Ibnu 

Abbas statusnya shahih. Jalur Ibnu Abbas ini, semua rawinya dapat diterima, 

sebagai berikut: 
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Dari semua rawi tersebut yang diperdebatkan adalah Hayyan bin 

Ubaidillah. Sebagian mengatakan dha‟if karena tafarrud (seperti pendapat 

Ibnu Ady), tetapi Ibnu Hibban menempatkan dalam “al-Tsiqqat‟, Abu Hatim 

mengatakan shaduq, Abu Bakar al-Bazar mengatakan masyhur dan “laisa bihi 

ba‟sa”. Tafarrudnya Hayyan bin Ubaidillah tidak memadharatkan hadits 

karena keadaannya tsiqah atau shaduq (lihat Muqaddimah Ibn Shalah). 

Demikian juga ikhtilath nama antara Hayyan bin Ubaidillah (يان  dan (ح

Haban bin Yassar (بان  sudah dijelaskan oleh para ulama, semisal dalam (ح

Tarikh al-Kabir, Tahdzib al-kamal, al-Kamil fi al-Dhu‟afa, Mizan al-I‟tidal, 

dll. Penjelasan terkait dengan tafarrud dan ikhtilath Hayyan bin Ubaidillah 

bisa dijelaskan dalam tulisan khusus. Kesimpulannya, hadits dari Abu Syaikh 

dari jalur Ibnu Abbas maqbul.
96

 

Dengan demikian jelaslah bahwa pada al-Rayah dan al-Liwa‟ 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam tertulis kalimat tauhid La ilaha 

illallah Muhammad Rasulullah, sebagaimana hadits penuturuan Ibnu Abbas 

radhiyallahu „anhu,      

Bahwa sekira pada pukul 07.30 ditengah perjalanan menuju kec. Cibatu 

Kab. Garut, saksi berkomnukasi dengan Sdr. Ahmad melalui WhatsUp 

Massangger, dalam percakapan tersebut saksi bertanya kepada Sdr. Ahmad 

“Kang upami dinten ayena (senin) aya acara peringatan hari santri nasional 

teu”, setelah itu Sdr. Ahmad menjawab Chat saksi “teu aya kang”.Bahwa 
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setelah mengetahui bahwa pada hari tersebut di kec. Cibatu Kab. Garut tidak 

dilaksanakan peringatan hari santri nasional, tiba – tiba didaerah alun – alun 

limbangan Garut saksi melihat ada keramaian santri dan dengan spontanitas 

saksi meminta supir minibus (elep) untuk memberhentikan kendaraanya, 

setelah itu pada sekira 08.30 Wib saksi turun dan ikut bergabung dengan para 

santri yang sedang memperingati acara peringatan hari santri nasional.
97
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B. Perbandingan Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum 

Pidana Positif tentang Tindak Pidana Pembakaran Benera 

Tauhid di Acara Hari Santri Nasional 

Ahli hukum pidana Abdul Chair Ramadhan menilai, pembakaran 

bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh oknum Barisan Ansor 

Serbaguna (Banser) merupakan tindakan melanggar hukum dan 

berdampak pada kebencian. Pembakaran tersebut, terangnya, 

merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 156a huruf a 

KUHP, yang berbunyi “Dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum 

mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya 

bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu 

agama yang dianut di Indonesia.
98

 Terkait dengan alasan yang 

disampaikan oleh petinggi GP Ansor bahwa pembakaran bendera 

berkalimat tauhid dilakukan untuk menghormati dan menjaga kalimat 

tauhid, menurut Abdul Chair tidak dapat diterima oleh akal sehat dan 

tidak memiliki alasan pemaaf maupun alasan pembenar menurut 

hukum. 

Tujuan perumusan hukum Islam dari sisi Syar‟i (pembuat hukum) 

adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu 

agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal 

pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki 

kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya 
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untuk mewujudkan dan memeliharalima pokok tadi merupakan amalan 

saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.
99

 

pembakaran bendera tauhid dalam peringatan hari santri nasional 

tahun 2018 lalu juga merupakan salah satu penistaan agama. Penistaan 

agama adalah tindak kejahatan yang mengancam keutuhan dan toleransi 

beragama dimasyarakat, tindakan itu merupakan kejahatan yang bisa 

menggoncang stabilitas keutuhan masyarakat. Oleh karena itulah al-

Qur‟an dan hadist melarang keras tindak kejahatan penistaan agama 

dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri 

pelanggarnya.Larangan melakukan tindak kejahatan penistaan agama 

adalah salah satu upaya untuk menjaga toleransi beragama 

dimasyarakat. Dalam Islam agama sangat dijunjung tinggi sehingga 

siapapun yang melakukan pelecehean terhadap agama ataupun 

menghina alQur‟an dalam keadaan tahu maka mereka layak 

mendapatkan hukuman mati. Sesungguhnya siapapun yang menghina 

nabi baik muslim atau kafir, wajib dihukum mati, inilah pendapat 

mayoritas para ulama,. Ibnu Mundzir berkata, mayoritas ulama sepakat 

bahwa hukuman atas penghina nabi adalah hukuman mati. Ini 

merupakan pendapat Malik, Laits, Ahmad, juga Ishaq, dan merupakan 

madzhab Syafi‟i.
100

 

Dinamika perjalanan hidup seorang tokoh tidak dapat dilepas begitu 

saja apabila hendak memahami pandangannya. Hal ini terjadi karena 

pikiran manusia tidak muncul dari ruang hampa. Ia pasti terkait dengan 

situasi dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Bahkan terdapat suatu 

pemikiran yang tidak akan dapat dipahami sama sekali, kecuali jika 
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penulis menggunakan konteks kemasukakalan (plausibility context) di 

mana pemikiran itu muncul.
101

  

Hukum Islam menganggap suatu perbuatan sebagai kejahatan 

karena perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan masyarakat dan 

atau merugikan anggota masyarakat. Suatu perbuatan yang membawa 

kerugian bagi masyarakat dan bertentangan dengan akhlak, dalam 

Hukum Islam diatur jelas ancaman hukumnya. Hal ini termasuk pada 

perbuatan zina yang merupakan dosa besar. Berdasarkan uraian dari 

dasar-dasar hukum Islam baik dari al-Qur‟an maupun al-Hadits yang 

dijadikan landasan untuk memberikan hukuman terhadap pelaku 

pembakaran bendera tauhid diatas 

Orang bisa saja beralasan, tapi tidak semua yang keluar dari 

lisannya bisa diterima. Dulu orang munafik dinasehati, jangan maksiat, 

karena itu perbuatan yang merusak muka bumi. Jawaban mereka, kami 

ini memperbaiki, bukan merusak. Allah berfirman, 

ف تاِلَ  م هلََ ل  قاََذِإَ  دسِ   ُ   ۟  َِ لَْ ِ ََ ضَ  َِ ل َ  فِ دَِوٓ   ُفِ ُِِ ْصَ َ نِ ت لمَ َّ

 

Arti: Dan bila dikatakan kepada mereka: "Janganlah kamu membuat 

kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 

orang-orang yang mengadakan perbaikan".
102

 

 

 Pakar Hukum Pidana islam Prof DR Mudzakkir menilai 

kepolisian harus membawa kasus kasus pembakaran bendera dengan 

kalimat tauhid oleh anggota Banser ke depan pengadilan. Menurutnya, 
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semua pihak yang terkait dan terbukti bersalah harus dikenakan 

hukuman. Mudzakir menuturkan, akan terasa aneh jika polisi justru 

melepaskan pelaku pembakaran bendera dengan alasan melakukan 

tindakan yang tidak sengaja.
103

 

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh 

Hakim, kemudian Terdakwa tersebut dipanggil dan dibawa masuk 

keruang persidangan, lalu Penyidik membacakan Dakwaan yang 

diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Kepolisian RI. Daerah Jawa 

Barat, tanggal 5 Nopember 2018, Nomor: …/Pid.e/XI/2018, melanggar 

Pasal 174 KUHP Tentang Menggangu Ketertiban Umum.
104

 

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum melalui 

Penyidik telah mengajukan Saksi-saksi yang telah didengarkan 

keterangannya dibawah sumpah, sebagai berikut:
105

 

1. Saksi Wawan.,SH39 tahun, Tanggal lahir, Garut 07 Maret 1979, 

Agama Islam, Pekerjaan Polri, Pendidikan S1, Kewarganegaraan 

Indonesia, Alamat Aspol Polres Garut Jl. Jendral Sudirman Kec. 

Karang Pawitan Kab. Garut. – Bahwa Saksi tidak mengetahui 

siapa yang telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap 

ketertiban umum yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Oktober 

2018 yang terjadi di Lapangan alun - alun Kec. Balubur 

Limbangan Kab Garut. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut 

setelah adanya laporan pengaduan masyarakat ke Polres Garut 

bahwa saksi melakukan cek TKP dan penyelidikan bahwa benar 

telah terjadi peristiwa pembakaran Bendera hitam yang 
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mendasari diawali dengan adanya seseorang laki – laki yang 

tidak dikenal membawa dan mengibarkan bendera hitam (Hizbut 

Tahrir Indonesia) yang diamankan oleh pihak panitia acara dan 

adanya pembakaran yang dilakukan oleh pihak panitia keamanan 

acara (anggota Banser) 

2. Saksi Azis Abdurahman, S.Pd Bin Rahmat, Dilahirkan di Kab. 

Garut tanggal 15 Mei 1995, umur 23 Tahun, Jenis kelamin Laki-

laki, pekerjaan Santri, Warganegara Indonesia, agama Islam, 

Pendidikan terakhir S1 tamat, alamat Kp.Bunisari Rt.02/Rw.04 

Desa.Limbangan Tengah Kec.Limbangan Kab.Garut. Bahwa 

saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan saksi 

mengetahui dan telah melihat seseorang pembawa bendera ormas 

terlarang HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang telah membuat 

gaduh pada saat peringatan (Hari Santri Nasional) yang 

diselenggarakan di lapangan alun-alun Kecamatan Limbangan 

pada hari senin tanggal 22 Oktober 2018 pukul 09.00 wib.  

Hasil Rapat/Pertemuan yang dilakukan pada 16 Oktober 2018 

adalah
106

: 

1. Identitas Penyelenggara - Bentuk kegiatan - Maksud dan tujuan 

kegiatan - Tanggal / waktu Kegiatan – Tempat Kegiatan - 

Susunan acara Kegiatan - Nama penanggung jawab kegiatan - 

Kesanggupan penanggung Jawab untuk melaksanakan kegiatan 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - 

Surat izin dari pemilik tempat kegiatan dan juga pihak panitia , 

melampirkan surat rekomendasi dari Kapolsek Limbangan 

Nomor : B/ 07/ rek / X / 2018 / Polsek tanggal 18 Oktober 2018. 
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2. Rencana Kegiatan Hari Santri Nasional (HSN) yang akan 

dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2018 :  

a. Seluruh santri sepakat berpakaian Hitam putih  

b. Tidak membawa atau memakai atribut atau bendera organisasi 

tertentu kecuali bendera merah putih.  

c. Apabila ada yang mebawa atau memakai atribut atau 

membawa organisasi tertentu langsung diamankan oleh 

petugas yang sudah di beri wewenang. 

d.  Apabila ada yang mengibarkan bendera hitam maka langsung 

diamankan dengan tegas dan  

e. diproses secara Hukum.  

f. Tidak boleh menyangkut pautkan hari santri dengan Politik. 

Ketua GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas memiliki perspektif 

sendiri terkait peristiwa ini. Dia mengatakan pembakaran itu dilakukan 

untuk menghormati dan menjaga kalimat Tauhid, sebagaimana 

diketahui dalam bendera HTI tertulis kalimat Tauhid. HTI sebagai 

organisasi sudah dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap 

mempunyai paham anti-Pancasila. Dia memberi contoh cara yang sama 

akan dilakukan jika menemukan lembaran Alquran. Hal tersebut 

dilakukan agar tidak diinjak-injak atau terbuang di tempat yang tidak 

semestinya
107

 

Melihat kondisi Indonesia pada saat teks diproduksi, maka dapat 

dipahami bahwa masyarakat memberikan perhatian lebih pada isu-isu 

yang berkaitan dengan agama. Permasalahan ini memberikan peluang 

pada pihak-pihak yang ingin mengadu domba dan memecah belah 
                                                           
107

 “GP Ansor Jelaskan Soal Viral Pembakaran Bendera Tauhid” dalam http://detik.com, diakses pada tanggal 

30 Juni  2020. 



 

 76 

bangsa Indonesia, apalagi mendekati tahun politik . Masyarakat harus 

mewaspadai adanya berita yang tersebar bebas di dunia maya. 

Kekawatirannya, peristiwa ini dapat dijadikan sebagai momen untuk 

konsolidasi HTI. Oleh karena itu harusnya peristiwa ini tidak perlu 

dibesar-besarkan dan dijadikan polemik, sebab hal tersebut dapat 

menimbulkan kesalahpahaman dan memicu gesekan. 

Mengingat Indonesia yang mayoritas muslim, maka pengambilan 

sikap untuk berhati-hati dalam menerima informasi diwujudkan dengan 

tidak gegabah melakukan tindakan yang dapat memancing emosi umat 

Islam. Dengan kata lain, tindakan pembakaran bendera dan respons 

berlebihan dapat menimbulkan ketersinggungan kelompok yang pada 

akhirnya dapat memicu konflik internal umat beragama. Berdasarkan 

pembahasan di atas, dapat diasumsikan bahwa isu pembakaran bendera 

berlafal Tauhid yang dimuat oleh media online suaraislam.com dikenal 

sebagai bentuk pelecehan terhadap Islam bahkan bisa dianggap sebagai 

penistaan agama. Peristiwa tersebut membuat resah umat Islam, oleh 

karena itu pentingnya media mengawal isu pembakaran bendera 

berlafal Tauhid ini dengan tujuan untuk mengungkap informasi yang 

sebenarnya dari kasus tersebut, khususnya bagi media-media Islam.
108

 

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 

36/Pid.C/2018/PN.Grt. tanggal 5 November 2018 tentang penunjukan 

Hakim Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan Setelah 

mendengar pembacaan Surat Dakwaan. Setelah mendengar pembacaan 

Surat Dakwaan; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan 

Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di 

persidangan Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan; Setelah 
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mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan 

barang bukti yang diajukan di persidangan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim 

berpendapat jika semua unsur dari Pasal 174 KUH.Pidana telah 

terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 

dalam dakwaan tunggal; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara 

ini tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukanpermohonan 

keringanan hukuman dengan alasan, bahwa Terdakwa menyasali 

perbuatannya; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak 

menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 

Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
109

 

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung 

jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana Menimbang, 

bahwa barang bukti berupa: 

a. 1 (satu) buah Jaket parasit warna Hitam dengan tulisan Pagar 

nusa; 

b. 1 (satu) buah celana panjang Model PDL warna hijau 

c.  1 (satu) Buah kopel / ikat pinggang warna hitam; 

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut berpijak pada 

hukum formal sekaligus materil. Dalam pengertian bahwa aturan 

berupa Undang-Undang tersebut merupakan produk dari badan 

legislatif bersama eksekutif dan isi dari undang-undang tersebut 

mengikat bagi pelaku tindak pidana apabila unsur-unsur terpenuhi. 
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Pijakan Majelis Hakim dalam putusan nomor:36/Pid.C/2018/PN.Grt 

dan Undang-Undang RI pasal 1 /PNPS/1965 berisi tentang: „‟Setiap 

orang dilarang dengan sengaja dimuka umum menceritakan Setelah 

masuk ke pihak kepolisian kemudian dilanjutkan pemeriksaan oleh JPU 

dengan mendakwa dengan dakwaan tindak pidana penistaan agama 

menurut pasal 156 (a) KUHP dan dituntut 5 tahun penjara. 

Karena hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan 

menurut pasal 156 (a) KUHP tentang menyasar setiap orang yang 

dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 

perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan 

terhadap suatu agama yang dianut di indonesia atau dengan maksud 

supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran pasal 156 (a) 

di pidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kemudian bisa juga 

digunakan pasal 174 KUHP yang berisi “Barangsiapa dengan sengaja 

menggangu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan 

kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling 

lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 900,00.
110

 

Permasalahan yang akan dianalisis dalam kasus pembakaran bendera 

tauhid tersebut adalah keterkaitan beberapa fakta dalam persidangan 

dan putusan antara lain: 

a. Penerapan pasal yang digunakan oleh JPU untuk mendakwakan 

terdakwa seringkali tidak jelas maka digunakanlah pasal 156 (a) 

atau pasal 174 KUHP, karena dalam kasus ini apakah ada kasus 

penistaan agama atau murni tentang menggangu ketertiban umum 

karena ada kemiripan antara pasal 156 (a) atau pasal 174 HP 
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dalam penerapan dan penegakkan hokum untuk kasus pidana 

menggangu ketertiban umum. 

b. Karena pasal tersebut memuat mekanisme penegakkan hukum 

dalam menafsirkan pasal 156 (a) dan pasal 174 KUHP yang 

sama-sama membuat keributan di muka umum tentang 

menggangu ketertiban umum. Hal ini terkait dengan keberadaan 

pasal 2 dan 3 mengenai administratif sebelum mengedepankan 

hukum pidana. Hampir dalam semua dakwaan dan pembuktian 

JPU tidak memilih secara terpisah mengenai perbuatan yang 

dilakukan oleh pelaku, apakah pelaku melakukan perbuatan 

permusuhan, penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu 

agama dimana semua dianggap seolah-olah perbuatan yang sama 

Dalam menafsirkan suatu perbuatan termasuk katagori penistaan 

agama maka penegak hukum seharusnya khususnya jaksa dan hakim 

sangat tergantung dengan keterangan para ahli yang memberikan 

keterangan di pengadilan hal ini dikarenakan dalam rumusan tindak 

pidana sendiri tidak terdapat suatu penjelasan dan penafsiran yang 

cukup jelas tentang perbuatan-perbuatan.
111

 

Hal ini menjadi suatu analisis yang perlu didiskusikan lebih 

lanjut mengingat dalam kasus-kasus penistaan agama yang ada, 

keterangan yang disampaikan oleh ahli menjadi faktor penentu sebagai 

sarana pembuktian untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan 

oleh terdakwa apakah tindak agama penistaan agama dan dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap 
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terdakwa. Ketidakjelasan terhadap regulasi perundang - undangan serta 

pemahaman yang tidak seragam antara penegak hukum dalam 

menjalankan ketentuan perundang-undangan akan mengakibatkan 

ketidakpastian hukum dan menimbulkan sewenang-wenanangnya.
112

 

Penelitian ini akan dikaji dan dianalisa mengenai bagaimana 

penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam agama khususnya 

penistaan agama oleh penegak hukum dan bagaimana peranan serta 

kualitas dari ahli yang bertindak selaku pemberi keterangan dalam 

persidangan yang mana keterangan yang digunakan oleh jaksa dan 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. 

Tindak pidana terhadap agama merupakan tindak pidana yang 

sensitif karena keberagaman yang dianut di indonesia. Pembentukkan 

undang-undang harus mampu melihat kedepan, berkaitan dengan 

dampak yang akan ditimbulkan. Pembentukkan undang-undang perlu 

mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan 

yang ada sehingga, ketentuan pidana hendaklah tidak digunakan apabila 

groundless, needless, unprofitable or inefficacious.
113

 

Berbagai pertimbangan yang meringankan terdakwa selama 

jalannya persidangan terdakwa bersikap sopan, mengaku bersalah dan 

menyesali perbuatannya, terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat 

dalam masalah hukum, dan terdakwa telah meminta maaf kepada umat 

islam. Demikianlah analisis tentang pembakaran bendera tauhid melalui 

kacamata hukum pidana umum. 
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Dalam agama islam bahwa hukum islam mengenai penistaan agama 

memiliki berbagai pengertian, seperti menghina agama. Menghina suatu 

agama ancamannya berupa dosa besar bagi pelaku penistaan agama, hal 

tersebut dijelaskan dalam norma agama terutama agama islam. Seperti 

ayat yang terdapat dalam al-quran, surat al-anam ayat 108; 

 

يِْْ  غَ للَّوَ عَدْوًا بِ يَسُبُّوا ا للَّوِ فَ  ونِ ا ونَ مِنْ دُ ينَ يدَْعُ  وَلَا تَسُبُّوا الَّذِ

مٍ   لْ ونَ      عِ عْمَلُ وا يَ  انُ اَ كَ هُمْ بِ ب ئُ  نَ يُ  هُمْ فَ  لَََٰ رَبِّ ِمْمَرْجِعُ هُمْ ثَُُّ إِ لَ لِكَ زَي َّنَّا لِكُل  أمَُّةٍ عَمَ  كَذََٰ

 

 

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang 

mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah 

dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan 

setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada 

Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada 

mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
114

 

 Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik 

pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali 

mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka 

kerjakan. Penistaan agama memiliki pemahaman yang sangat luas 

tergantung dari konsep masing-masing agama. Karena penistaan agama 

merupakan suatu bentuk tindak pidana yang memasuki ranah SARA. 

Dalam masyarakat di indonesia sangat sensitive karena di Indonesia 

masyarakatnya memiliki banyak suku, budaya, dan agama yang 
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berbeda-beda yang dijadikan sebagai pedoman hidup sehari-hari 

sehingga apabila ada seseorang yang melecehkan suatu agama akan 

melukai umat beragama yang dilecehkan, karena agama itu sendiri 

merupakan pedoman hidup. Ada berbagai macam bentuk pelecehan 

yang ditujukan kepada suatu agama baik berupa kata maupun 

perbuatan. 

Dalam rangka melindungi keutuhan serta kereligiusan agama yang 

bersangkutan dengan tindak pidana penistaan agama dan kehidupan 

beragama, sudah terendus sejak lama. Pada zaman Nabi Muhammad 

SAW, pernah terdapat seorang yang mengaku Nabi dihukum bunuh. 

Musailamatul Kazzab dan al-Aswad al-'Insi dihukum bunuh karena 

keyakinan sesat, mereka mengaku sebagai Nabi. Di dalam al-Qur‟an 

larangan menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah SWT berfirman dalam 

surah al-Ahzab ayat 57 yang berbunyi:
115

 

نِ  فلِ    ِ ْنَ  ُ ََا ل  َ ُِِ ْمإن َٓ ۥ هلََ ْ ٱَ م هَن م ل     ُ   َٓ ْ  ۟ وض  واََسَُ َِ ۟ٓ ْمٓ فعلَ و دِ  َ إٓ م هلََ ل  ا ل   ُ مُْ  ُ  

Arti: Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya. 

Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan 

baginya siksa yang menghinakan. 

 Dengan demikian, maka pelanggaran bagi tindak pidana 

penistaan agama dapat dikenakan hukuman. Dalam hukum Islam sering 

disebut dengan jarimah , yaitu larangan syara‟ yang diancam dengan 

hukuman hadd maupun ta‟zir. Hadd sendiri merupakan sanksi hukum 

yang sudah jelas tertera dalam nash al-Qur‟an maupun hadits. 

Sedangkan menurut syari‟at Islam hukuman ta‟zir adalah hukuman 

yang bersifat denda (ta‟zir) dan tidak sampai dibinasakan. Oleh karena 
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itu dalam hukuman ta‟zir tidak boleh ada potongan anggota badan atau 

penghilangan nyawa. Karenanya jarimah yang menyinggung hukum 

masyarakat, maka pengampunan yang diberikan kepadanya tidak 

menghapuskan sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan 

hukuman dari si pelaku. 

Apabila ditinjau dari sasaran hukum yang diterapkan, hukuman 

ta‟zir ini dapat diperinci menjadi beberapa bagian, diantaranya:
116

 

Seorang hakim dalam islam memiliki kewenangan yang luas dalam 

melaksanakan keputusan hukum dan bebas dari pengaruh siapapun. 

Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap 

siapapun. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat an- nisa ayat 58 yang 

telah menetapkan garis hukum: 

ٕا  بِ  ًُ ِْ أٌَ تحَْكُ ٍَ َنََُّ ْٛ لىُ بَ ًْ كَ ٍَ إذَِا  َٔ  ََٓ هِ ْْ ِ أَ يٗ يِ إنَِ
َُي ٔا  َلْأيََي َ ٚسَيُْسُكُىْ أٌَ تؤَُ ُّ ٌَّ َللََّّ ٌَّ إِ  نْعَدْلِ   إِ

َ بصَِٛسًا ٛعًَّ ًِ ٌَ ءَ َ كََ ٌَّ َللََّّ لِِّلَّ   إِ َ ٚعَِسكُُى بِ ًَّ َ َعِِ  َللََّّ

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan 

amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 

apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi 

Maha Melihat. 

1.Hukuman mati (تل ق ة ال قوب   (ع

Hukuman mati ini ditetapkan oleh para fuqaha secara beragam, 

Hanafiyah membolehkan kepada ulilamri untuk menerapkan 
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hukuman mati sebagai ta‟zirdalam jarimah-jarimahyang jenisnya 

diancam dengan hukuman mati apabila jarimahtersebut dilakukan 

berulang-ulang. 

1. Hukuman dera )لد ج ة ال قوب   (ع

Hukuman dera (cambuk) adalah memukul dengan cambuk atau 

semacamnya. Alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini 

adalah cambuk atau tongkat.  

2. Hukuman penjara. ) بس ح  \(ال

Menurut syara‟ bukanlah memenjarakan pelaku di tempat yang 

sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia 

tidak melakukan perbuatan hukum.  

3.  Hukuman pengasingan. ) عاد ب ب واال غري ت  (ال

 Hukuman pengasingan termasuk hukuman hadyang diterapkan 

untuk pelaku tindak pidana hirabah(perampokan). Meskipun 

hukuman pengasingan itu merupakan hukuman hadd, namun 

dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai 

hukuman ta‟zir.
117

 

4. Merampas harta.  

Hukuman ta‟zirdengan mengambil harta itu bukan berarti 

mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas umum 

(negara), melainkan hanya menahannya untuk sementara waktu. 

Adapun apabila pelaku tidak bisa diharapkan untuk bertaubat 

maka hakim dapat mentasarufkan harta tersebut untuk 

kepentingan yang mengandung maslahat 

5. Hukuman Denda 
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Hukuman denda bisa berdiri sendiri ataupun bisa digabungkan 

dengan hukuman pokok lainnya. Dalam menjatuhkan hukuman 

hakim harus melihat berbagai aspek kondisi yang berkaitan 

dengan jarimah, pelaku, situasi, maupun kondisi oleh pelaku. 

Putusan seorang hakim harus mencerminkan rasa keadilan 

hukum dengan tidak memandang kepada siapapun. hukum itu 

diputuskan. Sikap ini didasarkan pada firman allah dalam suarat al-

maidah ayat 8 

 ْٕ ٌُ قَ لََ ٚوَْسِيََُّكُىْ شََُ اََ َٔ َٓدَاِسَ بِ نَْسِِْ     ِ شُ ٍَ لِلََّّ يِٛ َّٕي ٍَ سَايَُُٕا  كَُُٕٕا  قَ ََٓ َنَّرِٚ سَُِّٚ ِ ألَََّ تعَْدِنُٕا    َٚي يٗ وٍ عَهَ

هُ  ًَ َ تعَْ ًَ  بِ
َ لََِْٛسٌَّ ٌَّ َللََّّ َ   إِ ُٕا  َللََّّ َتََّ َٔ يٖ    َٕ َْ َٕ أقَْسَلَُّ نهِلَّ ُْ ٌَ َعْدِنُٕا   ٕ 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-

orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

118
Dari ayat ini dapat ditarik 3 hukum: 

a. Menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang 

b. Setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan 

adil 

c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang 

menyelewengkan dari kebenaran 

Keadilan dalam islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah 

satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang disebut al-Haq. 
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Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka untuk 

penegakkan hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat 

memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai 

keadilan sedangkan lembaga peradilan merupakan tempat memutar 

roda keadilan yang gunanya menjaga keseimbangan hidup dalam 

masyarakat. Dari kasus pembakaran bendera tauhid yang dilakukan 

oleh para pelaku dapat dikatagorikan sebagai jarimah ta‟zir. Hal ini 

mengingat pengertian ta‟zir yang mana pelarangan suatu perbuatan 

telah digariskan oleh nash, namun tidak merinci sanksi dan perbuatan. 

Oleh karena itu sanksi seperti ini diberikan kepada penguasa atau 

hakim. Hakim sepenuhnya dipercaya untuk menentukan kadar tinggi 

dan rendahnya sanksi.
119

 

Oleh karena itu jika dikaitkan dengan topik permasalahan diatas 

dapatlah penulis simpulkan bahwa keputusan hakim mengambil 

kebijakan hukuman terhadap terdakwa dibenarkan oleh Islam. Hakim 

sudah sepantasnya tidak memandang siapa terdakwa dan apakah 

terdakwa ada atau tidak ada hubungan darah dengannya, namun hakim 

memandang bahwa terdakwa merupakan seseorang yang telah 

melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya dihukum sesuai 

dengan peraturan yang berlaku.
120

 

C. Pandangan Tokoh Muslim Terhadap Pembakaran Bendera 

Berlafal Tauhid 

1. Penjelasan Nadirsyah Hosen 
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Menurut Nadirsyah Hosen dalam buku Saring sebelum Sharing, 

ISIS dan HTI sama-sama mengklaim bendera dan panji yang mereka 

milik sesuai dengan al-Liwa dan al-Rayah Nabi Muhammad SAW. 

Secara umum, hadis-hadis yang menjelaskan warna bendera Rasul dan 

isi tulisannya itu tidak berkualitas sahih. Riwayatnya pun berbeda-beda, 

ada yang mengatakan hitam saja, ada yang mengatakan putih saja, dan 

ada riwayat yang mengatakan hitam dan putih, bahkan merah dan juga 

kuning. Selain itu terdapat riwayat yang mengungkapkan bahwa 

bendera tersebut tidak ada tulisan apa-apa (kosong). Sementara riwayat 

lain mengatakan ada tulisan Tauhidnya. Karena terdapat banyak sekali 

periwayatan hadis seputar bendera, maka Ulama berupaya untuk 

memberikan penilaian secara umum dan menarik suatu kesimpulan 

bahwa hadis-hadis yang meriwayatkan bendera Rasulullah dikatakan 

tidak berkualitas sahih
121

 

Ditinjau dari sejarah Islam ditemukan sebuah fakta yang berbeda, 

utamanya pada Dinasti Umayyah ada yang mengatakan memakai 

bendera hijau, sedangkan pada Dinasti Abbasiyah menggunakan 

bendera warna hitam, dan pernah juga berwarna putih. Perbedaan 

penafsiran warna bukan berarti para khalifah ini tidak mengikuti 

bendera Nabi. Bendera khilafah tergantung pada rujukan, baik khilafah 

Umayyah ataupun Abbasiyah. Dengan demikian tidak ada hal yang 

baku terkait bendera ini, misalnya saja pada kitab Ahka Al-Sultaniyyah 

karya Imam Al-Muwardi mengatakan bahwa tidak ada bahasan khusus 
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soal bendera negara khilafah. Sebab hal yang tidak ada seharusnya 

memang tidak diada-adakan seolah menjadi urusan syariat.
122

 

2. Penjelasan Sumanto Al-Qurtuby 

Dalam tulisan berjudul “Bela Agama atau Bela Negara?”, Sumanto 

al- Qurtuby mempertanyakan apa yang sebenarnya dibela oleh orang-

orang yang mengklaim membela agama, padahal sebenarnya yang 

mereka bela adalah wacana keagamaan. Banyak yang mengklaim 

membela Islam, padahal sebenarnya yang mereka bela adalah aliran, 

sekte, dan ormas Islam. Banyak orang yang mengklaim membela 

Tuhan, padahal sebenarnya yang mereka bela adalah konsep tentang 

Tuhan. Banyak orang yang mengklaim membela ayat-ayat Alquran, 

padaha sebenarnya yang mereka bela adalah tafsir atas ayat-ayat 

Alquran. Banyak yang mengklaim membela syariat Islam, padahal 

sebenarnya yang mereka bela adalah mazhab fikih Islam.
123

 Banyak 

orang yang mengklaim membela Ulama, padahal sebenarnya yang 

mereka bela itu bukan Ulama. Banyak orang yang mengklaim membela 

ajaran agama, padahal sebenarnya yang mereka bela itu adalah ajaran 

budaya. Banyak yang mengklaim mengikuti sunnah Nabi, padahal 

sebenarnya mereka mengikuti “sunnah”-nya sendiri
124

 

Melihat banyaknya klaim-klaim tersebut, sudah seharusnya 

masyarakat membudayakan berpikir kritis dan jernih, karena dengan 
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berpikir itulah seseorang layak disebut sebagai manusia. Merujuk pada 

aksi bela Tauhid yang disebut sebagai aktivitas membela agama Allah. 

Aksi tersebut dilakukan dengan klaim membela agama, padahal 

sebenarnya yang mereka bela adalah ajaran budaya. Mengingat 

belakangan ini kerap terjadi problem-problem lantaran didorong oleh 

kepentingan, motivasi politik, ekonomi, ideologi tertentu, serta 

sejumlah tokoh, ormas, dan kelompok agama (khususnya Islam). Sudah 

seharusnya Indonesia bersatu untuk menyingkirkan kelompok-

kelompok tidak bertanggung jawab, arogan, dan intoleran yang 

menginginkan perpecahan dengan memanfaatkan peristiwa-peristiwa 

yang tidak sepatutnya dibesar-besarkan, seperti halnya isu pembakaran 

bendera berlafal Tauhid.
125
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BAB V 

Penutup 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-

bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bahwa pertimbangan kebijaksanaan putusan hukuman yang 

dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri garut jawa barat dalam 

perkara pidana Nomor: 36/Pid.C/2018/PN.Grt. Yang dilakukan oleh 

terdakwa Uus Sukmana alias Uus bin Dadang Sodikin dengan 

mendengar beberapa saksi bahwa Uus Sukmana melakukan 

pelanggaran menggangu ketertiban umum pada saat upacara Hari 

Santri Nasional pada tanggal 22 oktober 2018 dengan cara 

mengibarkan bendera tauhid adapun pertimbangan hakim sebelum 

menjatuhkan vonis hukuman dengan menimbang beberapa hal. 

Pertimbangan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan 

meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan seperti 

membuat resah dan menggangu acara, kemudian yang meringankan 

terdakwa adalah terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali 

perbuatannya maka sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku 

penistaan agama  menurut hukum positif yaitu sesuai yang 

tercantum dalam KUHP yaitu menggunakan pasal 174 yang 

berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menggangu rapat umum 

yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara 

gaduh diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau 

pidana denda paling banyak Rp 900,00.”, barangsiapa dengan 

sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan 
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perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, 

penyalahgunaan atau penistaan terhadap suatu agama dengan 

maksud membuat keributan di muka umum Selain itu perbuatan 

terdakwa telah memenuhi unsur-unsur penistaan agama yang 

didakwakan oleh jaksa ataupun hakim dengan melihat beberapa sisi 

dampak perbuatan dan kondisi terdakwa. Sehingga dalam putusan 

Pengadilan Negeri Garut Jawa Barat Nomor: 36/Pid.C/2018/PN.Grt 

menjatuhkan sanksi hukuman kepada terdakwa dengan pidana 

penjara selama 10 hari karena menurut hakim telah melanggar pasal 

174 KUHP tentang menggangu ketertiban umum. 

2. Sedangkan menurut hukum pidana islam sanksi pidana yang 

diberikan oleh pelaku penistaan agama menurut agama isalm adalah 

sanksi yang diberlakukan terhadap orang yang melakukan keributan 

di muka umum pada saat perayaan hari santri nasional dengan 

menggunakan hukuman takzir yang berkaitan dengan keamanan 

umum. Hukum Pidana Islam tidak diatur secara rinci sanksi pidana 

yang membuat keributan di muka umum karena hukuman ta‟zir 

hukuman yang bersifat pengajaran dan semacamnya yang tidak 

ditentukan oleh hukumannya dan hukumannya diserahkan kepada 

kebijaksanaan penguasa (Hakim). Akan tetapi dalam pengambilan 

keputusan hendaklah terikat dengan pada prinsip dasar awal 

syari‟at, yaitu tegaknya masyarakat adil, masyarakat utama dan 

bertakwa yang penerapannya bertujuaan untuk mengabdi kepada 

tujuaan kemanusiaan yang mulia, dan merealisasikan apa yang 

diperintahkan oleh Allah SWT, yaitu bersikap adil diantaras seluruh 

manusia dan memberikan keamanan kepada mereka. 
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B. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian dari kasus pembakaran bendera tauhid 

ini dengan menggunakan metode kualitatif, penulis menghimbau 

agar tidak terjadi lagi kasus pembakaran bendera tauhid yang dapat 

menimbulkan suatu keonaran di masyarakat dan berujung pada 

kasus penistaan agama maka saran saya: 

a. Hendaklah sanksi pelanggaran hukum pidana di indonesia 

khususnya dalam hal kasus menggangu ketertiban umum, seperti 

kasus pembakaran bendera tauhid dengan hukuman penjara atau 

denda paling banyak Rp 900,00. sedangkan dalam hukum pidana 

islam hukumannya lebih mengacu kepada hukuman jarimah ta‟zir, 

sehingga dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang 

melanggar ketertiban umum. Alangkah baiknya menggunakan 

hukum pidana umum karena dalam pidana umum ada sanksi penjara 

kepada para pelaku, apabila menggunakan hukuman jarimah ta‟zir 

kadar hukumannya belum dijelaskan oleh pembuat undang-undang 

semua diserahkan atau bentuk hukumannya diserahkan kepada 

penguasa (pemerintah dan lembaga peradilan). 

b. Sebaiknya tindakan yang dilakukan oleh beberapa oknum dalam 

pembakaran bendera tauhid seharusnya tidak perlu terjadi karena 

akan menimbulkan kasus penistaan agama, dikarenakan peristiwa 

pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid akan 

mencoreng umat islam dikarenakan di bendera tersebut yang 

bertuliskan kalimat tauhid yang memiliki arti sebagai bentuk 

pengagungan kepada Allah SWT akan tetapi karena peristiwa itu 

telah terjadi, maka oknum yang melakukan pembakaran bendera 
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tersebut dihukum sesuai dengan pasal yang ada yaitu pasal 174 

KUHP sebagai bentuk upaya tegas dari pemerintah agar peristiwa 

tersebut tidak diulangi lagi. 

c. Untuk masyarakat umum yang menyaksikan dan mengetahui 

peristiwa tersebut bahwa tindakan yang dilakukan oleh para oknum 

tersebut tidak dibenarkan hendaklah masyarakat umum 

memberitahukan dan menasehati agar oknum-oknum tersebut tidak 

melakukan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid 

karena akan menghina Allah SWT dan hal ini akan menimbulkan 

protes keras dari umat islam serta mengutuk perbuatan oknum 

tersebut. 

d. Saran saya kepada penegak hukum (kepolisian) agar memproses 

kejadian tersebut dengan hukum yang berlaku, sehingga peristiwa 

tersebut tidak terjadi lagi dan para oknum dihukum seuai pasal yang 

berlaku. 

C.Penutup 

Demikianlah skripsi ini saya buat sebagaimana manusia biasa, 

saya sebagai penulis menyadari masih banyak kesalahan dan 

kekurangan dari sisi penulisan, kajian teori dan lain sebagainya, penulis 

berharap semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi penulis itu sendiri, 

pembaca skripsi ini dan masyarakat pada umumnya. 
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